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BUPAT I KAPUAS H U L U 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

P E R A T U R A N B U P A T I KAPUAS H U L U 
NOMOR 22 TAHUN 2016 

TENTANG 

PEDOMAN TATA CARA PEMIL IHAN K E P A L A D E S A S E R E N T A K 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

B U P A T I KAPUAS H U L U 

Menimbang : bahwa u n t u k me laksanakan ketentuan Pasa l 77 
Peraturan Daerah Kabupaten K a p u a s H u l u Nomor 
16 T a h u n 2015 tentang Pemi l ihan Kepa la Desa , 
per lu menetapkan Peraturan Bupa t i tentang 
Pedoman Ta ta C a r a Pemi l ihan Kepala Desa 
Serentak; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 7 T a h u n 
1 9 5 9 tentang Penetapan Undang-Undang 
Darura t Nomor 3 T a h u n 1953 tentang 
Pembentukan Daerah T ingkat I I di Ka l imantan 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 
1959 Nomor 72 , T a m b a h a n Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5495) ; 

3 . Pera turan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 
tentang Pera turan Pe laksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 
158, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana te lah 
d iubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 
T a h u n 2015 tentang Perubahan Atas Pera turan 
Pemerintah Republ ik Indonesia Nomor 43 T a h u n 
2014 tentang Pera turan Pe laksanaan Undang-
Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 



5717) ; 

4. Pera turan Menteri Da l am Negeri Nomor 112 
T a h u n 2014 tentang Pemi l ihan Kepa la Desa; 

5. Pera turan Daerah Kabupaten Kapuas H u l u 
Nomor 4 T a h u n 2009 tentang Pembentukan 
Desa dan D u s u n di Kabupaten K a p u a s H u l u 
sebagaimana sudah d iubah dengan Pera turan 
Daerah Kabupaten Kapuas H u l u Nomor 7 
T a h u n 2010 tentang Perubahan Atas Pera turan 
Daerah Kabupaten Kapuas H u l u Nomor 4 
T a h u n 2009 tentang Pembentukan Desa dan 
D u s u n di Kabupaten K a p u a s H u l u ; 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : P E R A T U R A N B U P A T I T E N T A N G PEDOMAN TATA 
CARA PEMIL IHAN K E P A L A D E S A S E R E N T A K . 

B A B I 
K E T E N T U A N UMUM 

Pasa l 1 

Da l am Peraturan Bupa t i in i yang d imaksud dengan : 

1. Daerah ada lah Kabupaten K a p u a s H u l u . 
2. Pemerintah Daerah ada lah Kepa la Daerah sebagai u n s u r 

penyelenggara Pemerintahan Desa yang memimpin pe laksanaan 
u r u s a n pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupa t i Ada lah Bupa t i Kapuas H u l u 

4. Desa ada lah Desa dan Desa adat a t au yang disebut dengan 
n a m a la in , se lan jutnya disebut Desa , ada lah kesa tuan 
masyarakat h u k u m h a r u s mengurus u r u s a n pemerintahan, 
kepentingan masyaraka t setempat berdasarkan p raka rsa 
masyarakat , h a k a sa l u s u l , dan/a tau h a k tradis ional yang 
d iaku i dan dihormati da lam sistem pemerintahan Negara 
Kesa tuan Republ ik Indonesia. 

5. Pemer intahan Desa ada lah penyelenggaraan u r u s a n 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat da lam 
sistem pemer intahan Negara Kesa tuan Republ ik Indonesia. 

6. Pemerintah Desa ada lah Kepala Desa a tau yang disebut 
dengan n a m a la in yang d ibantu perangkat Desa sebagai 
u n s u r penyelenggara Pemer intahan Desa . 

7. B a d a n Permusyawaratan Desa a tau yang disebut dengan n a m a 
la in yang se lanjutnya disingkat B P D adalah lembaga yang 
me laksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan 
wak i l dar i penduduk Desa berdasarkan keterwaki lan wi layah dan 
ditetapkan secara demokratis. 

8. Musyawarah Desa a tau yang disebut dengan n a m a la in 
ada lah musyawarah an ta ra B P D , Pemerintah Desa, dan u n s u r 
masyaraka t yang diselenggarakan oleh B P D u n t u k menyepakati 



ha l yang bersifat strategis. 

9. Pemi l ihan Kepala Desa adalah pe laksanaan kedaulatan rakyat di 
Desa da lam rangka memil ih Kepala Desa yang bersifat 
langsung, u m u m , bebas, rahas ia , j u ju r , dan adi l yang 
d i l aksanakan secara serentak dan/a tau antar w a k t u . 

10. Pemi l ihan Kepala Desa serentak adalah pemil ihan kepala Desa 
yang d i l aksanakan pada har i yang s a m a baik sa tu ka l i m a u p u n 
bergelombang dengan mempert imbangkan j u m l a h Desa dan 
kemampuan biaya pemil ihan. 

11 . Pemi l ihan Kepa la Desa sa tu ka l i ada lah pemi l ihan kepala 
Desa yang d i l aksanaan h a n y a sa tu ka l i pada ha r i yang s a m a 
u n t u k semua Desa da lam wi layah kabupaten. 

12. Pemi l ihan Kepa la Desa bergelombang ada lah pemil ihan Kepala 
Desa yang d i l aksanakan secara bergelombang paling banyak 3 
(tiga) ka l i da lam j angka w a k t u 6 (enam) t ahun dengan interval 
w a k t u paling l ama 2 (dua) t ahun . 

13. Kepa la Desa ada lah pejabat pemerintah Desa yang 
mempunya i wewenang, tugas dan kewaj iban u n t u k 
menyelenggarakan r u m a h tangga Desanya dan me laksanakan 
tugas dar i Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

14. Pan i t ia Pemi l ihan Kepa la Desa yang se lanjutnya disebut 
Pani t ia Pemi l ihan ada lah Pani t ia yang dibentuk oleh B P D u n t u k 
menyelenggarakan pemi l ihan Kepala Desa. 

15. Calon Kepa la Desa ada lah baka l calon Kepa la Desa yang te lah 
ditetapkan oleh Pani t ia Pemi l ihan sebagai calon yang berhak 
dipi l ih menjadi Kepala Desa. 

16. Calon Kepa la Desa Terpi l ih ada lah calon Kepala Desa yang 
memperoleh s u a r a terbanyak da lam pe laksanaan pemil ihan 
Kepa la Desa. 

17. Penjabat Kepala Desa adalah seorang penjabat yang diangkat 
oleh pejabat yang berwenang u n t u k me laksanakan tugas, h a k 
dan wewenang serta kewaj iban Kepa la Desa da lam k u r u n w a k t u 
tertentu. 

18. Pemil ih ada lah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah 
memenuhi persyaratan u n t u k menggunakan h a k pi l ih da lam 
pemi l ihan Kepala Desa. 

19. Daftar Pemil ih Sementara yang se lanjutnya disebut D P S adalah 
daftar pemil ih yang d i s u s u n berdasarkan data Daftar Pemil ih 
Tetap Pemi l ihan U m u m terakhir yang telah diperbaharui dan 
dicek kembal i a tas kebenarannya serta d i tambah dengan pemil ih 
baru . 

20. Daftar Pemil ih Tambahan yang se lanjutnya dis ingkat DPTb 
adalah daftar pemil ih yang d i s u s u n berdasarkan u s u l a n dar i 
pemil ih ka r ena yang bersangkutan belum terdaftar da lam DPS . 

2 1 . Daftar Pemil ih Tetap yang se lanjutnya disebut DPT ada lah daftar 
pemil ih yang telah di tetapkan oleh Pani t ia Pemi l ihan sebagai 
dasar penentuan identitas pemil ih dan j u m l a h pemil ih da lam 
pemil ihan Kepala Desa. 

22 . Kampanye Pemi l ihan Kepala Desa yang se lanjutnya disebut 
kampanye ada lah s u a t u kegiatan yang d i l akukan oleh calon 



Kepala Desa dan/atau t im kampanye u n t u k meyak inkan para 
pemil ih da lam rangka mendapatkan dukungan sebesar-
besarnya, dengan menawarkan v is i , m is i , dan program secara 
l i san dan tu l i san kepada masyarakat Desa da lam j angka 
w a k t u yang di tetapkan oleh Pani t ia Pemi l ihan. 

23 . Pemberitaan, penyiaran dan i k l an kampanye ada lah 
penyampaian pesan- pesan kampanye oleh calon Kepa la Desa 
mela lui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang 
berbentuk tu l i san , gambar, an imas i , sua ra , peragaan, sandiwara , 
dan bentuk l a innya yang berisi a jakan, h imbauan u n t u k 
member ikan dukungan kepada calon Kepala Desa . 

24. Alat peraga kampanye ada lah s emua benda a tau bentuk 
la in yang memuat v i s i , m is i dan program calon Kepa la Desa, 
simbol-simbol a t au tanda gambar calon Kepala Desa yang 
dipasang u n t u k keper luan kampanye yang ber tu juan u n t u k 
mengajak orang memil ih calon Kepala Desa tertentu. 

25 . Tempat Pemungutan S u a r a yang se lanjutnya dis ingkat T P S 
adalah tempat d i l aksanakannya pemungutan s u a r a pemi l ihan 
Kepala Desa. 

26. Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Desa , se lanjutnya disebut 
A P B Desa, ada lah rencana keuangan t ahunan Pemer intahan 
Desa yang d ibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa 
dan B P D yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

B A B I I 

J E N I S PEMIL IHAN K E P A L A D E S A S E R E N T A K 

Pasa l 2 

Pemi l ihan Kepala Desa serentak mel iputi : 
a. pemi l ihan Kepa la Desa sa tu ka l i ; 
b. pemi l ihan Kepala Desa bergelombang. 

Pasa l 3 

Pemi l ihan Kepa la Desa sa tu ka l i sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 2 h u r u f a , d i l akukan hanya s a t u ka l i pada har i yang s a m a 
bagi s e lu ruh Desa da lam wi layah Daerah. 

Pasa l 4 

(1) Pemi l ihan Kepa la Desa bergelombang sebagaimana d imaksud 
da lam Pasa l 2 h u r u f b, dapat d i l aksanakan dengan 
mempert imbangkan: 

a . pengelompokan w a k t u berakh i rnya m a s a j aba tan Kepa la 
Desa di w i layah Daerah; 

b. kemampuan keuangan Pemerintah Daerah ; dan/a tau 
c. ketersediaan Pegawai Negeri S ip i l di l ingkungan Pemerintah 

Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala 
Desa . 

(2) Pemi l ihan Kepa la Desa secara bergelombang sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) d i l aksanakan paling banyak 3 (tiga) 



ka l i da lam j a n g k a w a k t u 6 (enam) t ahun . 

(3) Pemi l ihan Kepa la Desa bergelombang sebagaimana d imaksud 
pada ayat (2) d i l akukan dengan interval w a k t u pal ing l ama 2 
(dua) t ahun . 

B A B I I I 
TAHAPAN P E R S I A P A N 

Bag ian Kesa tu 
Pember i tahuan Akh i r Masa J a b a t a n Kepala Desa 

Pasa l 5 

(1) B P D member i tahukan kepada Kepa la Desa tentang akh i r m a s a 
j aba tan yang d i sampa ikan 6 (enam) bu lan sebelum berakhir 
m a s a j aba tan Kepa la Desa. 

(2) Pember i tahuan B P D sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d i l akukan secara tertul is yang d i tembuskan kepada Bupa t i 
mela lui Camat . 

Bag ian Kedua 

J a d w a l Pe laksanaan Pemi l ihan Kepala Desa Serentak 

Pasa l 6 

(1) B u p a t i menyusun dan menetapkan j adwa l pe laksanaan 
pemi l ihan Kepala Desa serentak. 

(2) J a d w a l sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d iber i tahukan 
kepada Kepa la Desa dan B P D . 

Bag ian Ketiga 
Pembentukan Pani t ia Pemil ihan 

Pasa l 7 

(1) B P D membentuk Pani t ia Pemi l ihan da lam j a n g k a w a k t u 10 
(sepuluh) har i setelah pember i tahuan akh i r m a s a j aba tan 
Kepa la Desa sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 5 ayat (1), 
dan/a tau setelah pember i tahuan j adwa l pemi l ihan Kepa la Desa 
serentak sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 6 ayat (2). 

(2) Anggota Pan i t ia Pemi l ihan terdiri a tas u n s u r perangkat Desa, 
lembaga kemasyaraka tan Desa , dan tokoh masyaraka t Desa yang 
bersifat mandi r i dan t idak memihak. 

(3) Pembentukan Pani t ia Pemi l ihan ditetapkan dengan Keputusan 
B P D dan d iber i tahukan secara tertul is kepada Bupa t i mela lui 
Camat . 

(4) J u m l a h Pani t ia Pemi l ihan pa l ing b a n y a k 11 (sebelas) orang 
dengan s u s u n a n terdiri dar i ke tua , sekretar is , bendahara dan 8 
(delapan) anggota. 



(5) Da l am h a l pemungutan s u a r a dan penghitungan s u a r a di T P S , 
Pani t ia Pemi l ihan dapat mengangkat petugas sebagai 
penyelenggara pemungutan s u a r a dan penghitungan s u a r a 
dengan s u s u n a n penugasan keanggotaan: 

a. Ke tua Pani t ia Pemi l ihan sebagai anggota Kesa tu ; 
b. Sekretar is Pani t ia Pemi l ihan sebagai anggota Kedua; 
c. Bendahara Pani t ia Pemi l ihan sebagai anggota Ketiga; dan 
d. Anggota Pani t ia Pemi l ihan sebagai anggota keempat, 

ke l ima, keenam, ke tu juh , kedelapan, kesembi lan, kesepu luh 
dan kesebelas. 

Pasa l 8 

P impinan dan anggota B P D di larang menjadi Pani t ia Pemi l ihan. 

Pasa l 9 

Pan i t ia Pemi l ihan mempunyai tugas dan fungsi : 

a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, 
mengawasi dan mengendal ikan semua tahapan pe laksanaan 
pemil ihan; 

b. merencanakan dan mengajukan biaya pemi l ihan kepada Kepala 
Desa ; 

c. me l akukan pendaftaran dan penetapan pemil ih; 
d. mengadakan penjaringan dan penyaringan baka l calon; 

e. me l akukan penelit ian kelengkapan persyaratan 
admin is t ras i dan k lar i f ikas i admin is t ras i baka l calon kepada 
ins tans i terkait ; 

f. menetapkan dan mengumumkan calon yang telah 
memenuhi persyaratan; 

g. menetapkan dan mengumumkan daftar pemil ih tetap; 
h . menetapkan tata ca ra pe laksanaan pemil ihan; 

i . menetapkan tata ca ra pe laksanaan kampanye; 
j . menyediakan peralatan, perlengkapan, adminis t ras i , sura t 

sua ra , dan tempat pemungutan suara ; 

k. me laksanakan pemungutan suara ; 

1. menetapkan has i l rekap i tu las i penghitungan s u a r a dan 
mengumumkan has i l pemi l ihan; 

m. membuat Ber i ta Acara pemi l ihan yang ditandatangani oleh 
Panit ia Pemi l ihan, dan s a k s i - s a k s i yang d i tun juk oleh calon 
Kepala Desa; 

n . menetapkan calon Kepa la Desa terpi l ih; 
o. melaporkan pe laksanaan pemi l ihan kepada B P D ; 
p. menerima, dan memproses pengaduan masa lah dan/atau laporan 

permasa lahan administrat i f yang terjadi se lama proses pemil ihan 
Kepala Desa dengan memperhat ikan sa ran dar i Pengawas Pani t ia 



Pemil ihan. 
q. me l akukan evaluas i dan pelaporan pe laksanaan pemil ihan. 

Pasa l 10 

(1) Da l am pe laksanaan tugas dan fungsinya, Pan i t ia Pemi l ihan 
bertanggungjawab kepada B P D . 

(2) Ke tua Pan i t ia Pemi l ihan menyampaikan laporan has i l 
pe laksanaan tugasnya pal ing lambat 1 (satu) minggu setelah 
se lesainya pe laksanaan pemil ihan Kepala Desa. 

(3) Ke tua Pani t ia Pemi l ihan menyampaikan pertanggungjawaban 
penggunaan biaya pemi l ihan kepada Kepala Desa dan 
d i tembuskan kepada B P D paling lambat 2 (dua) minggu setelah 
pengambilan sumpah j an j i Kepa la Desa Terpi l ih. 

Bag ian Keempat 
J a d w a l Kegiatan, Rencana B iaya , dan Petugas Pendataan Pemil ih 

Paragraf 1 
J a d w a l Kegiatan 

Pasa l 11 

(1) Pani t ia Pemi l ihan Kepala Desa menyusun j adwa l kegiatan 
pers iapan, pencalonan, pemungutan sua ra , dan penetapan has i l 
pemi l ihan Kepa la Desa dengan berpedoman pada j adwa l yang 
telah ditetapkan oleh Bupa t i sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 
6 ayat (1). 

(2) J a d w a l kegiatan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i laporkan 
secara tertul is kepada Camat u n t u k diteliti dan dievaluasi oleh 
Pan i t i a Pengawas Pemi l i han Kecamatan. 

(3) J a d w a l kegiatan pers iapan, pencalonan, pemungutan 
sua ra , dan penetapan has i l pemi l ihan Kepa la Desa sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi kegiatan : 
a . penyusunan rencana ker ja pemi l ihan, r encana biaya 

pemil ihan, dan inventar isas i petugas pendaftaran pemil ih; 
b. penetapan j adwa l pemil ihan, b iaya pemi l ihan, dan 

petugas pendaftaran pemil ih setelah d ikonsu l tas ikan 
kepada B P D dan Camat ; 

c. u s u l a n kebu tuhan anggaran biaya pemi l ihan kepada Kepala 
Desa; 

d. pendaftaran pemil ih (penyusunan D P S , pemi l ih tambahan, 
dan DPT) ; 

e. pengumuman pemi l ihan Kepala Desa ; 
f. penjaringan dan pendaftaran baka l calon tahap k e - I ; 
g. penyampaian daftar baka l calon kepada B u p a t i mela lui 

Camat ; 
h . pener imaan pendaftaran baka l calon tahap ke-2 yang 

dilengkapi dengan dokumen persyaratan admin is t ras i baka l 



calon; 

i . pe laksanaan penelit ian kelengkapan dan k lar i f ikas i 
persyaratan adminis t ras i baka l calon oleh Pan i t ia Pemel ihan; 

j . penetapan dan pengumuman calon yang telah 
memenuhi persyaratan setelah mendapat persetujuan dar i 
Pan i t i a Pengawas Pemi l ihan ; 

k. penetapan dan pengumuman daftar pemil ih tetap setelah 
dievaluasi oleh Pani t ia Pengawas Pemi l ihan; 

1. pengaturan dan pengawasan pe laksanaan kampanye; 
m. pengaturan dan pengawasan m a s a tenang; 

n . penyediaan sura t sua ra , sura t undangan, dan 
adminis t ras i pendukung da lam pemungutan dan 
penghitungan sua ra ; 

o. penetapan w a k t u dan tempat pemungutan dan penghitungan 
s u a r a ; 

p. pers iapan kebutuhan sarana , p rasarana dan pendukung 
la innya da lam pemungutan dan penghitungan suara ; 

q. pe laksanaan pemungutan s u a r a dan penghitungan suara ; 

r. penetapan calon Kepala Desa yang memperoleh s u a r a 
terbanyak; 

s. penyampaian laporan has i l pemungutan s u a r a dan 
penghitungan s u a r a kepada B P D ; 

t. pener imaan, pemrosesan dan penyelesaian pengaduan 
masa lah persel is ihan has i l pemi l ihan Kepala Desa, dan/a tau 
laporan permasa lahan administrat i f yang terjadi se lama 
proses pemi l ihan Kepala Desa; 

u . fasi l i tasi pe lant ikan Kepa la Desa terpi l ih; 
v. pelaporan se lu ruh tahapan dan biaya pemil ihan Kepala Desa 

kepada B P D dengan tembusan kepada Camat dan Bupa t i ; dan 
w. pembubaran Pani t ia Pemi l ihan. 

Paragraf 2 

Rencana B i a y a 

Pasa l 12 

(1) B i a y a pemi l ihan Kepala Desa d ibebankan A P B D Kabupaten 
Kapuas H u l u ser ta dapat j u g a dar i A P B Desa. 

(2) Da lam rangka efisiensi anggaran biaya penyelenggaraan 
pemil ihan Kepa la Desa, Bupa t i menetapkan biaya maks ima l 
Pemi l ihan Kepa la Desa. 

(3) Penentuan anggaran biaya penyelenggaraan pemi l ihan 
Kepa la Desa d i l akukan da lam rapat Pani t ia Pemi l ihan u n t u k 
kemudian diteliti dan dievaluasi oleh Kepala Desa. 

(4) Pani t ia Pemi l ihan mengajukan kebutuhan biaya Pemi l ihan 
Kepala Desa kepada Kepala Desa. 

(5) Kepa la Desa mengajukan u s u l persetujuan biaya pemil ihan 
Kepa la Desa kepada Bupa t i mela lu i camat da lam j a n g k a w a k t u 



30 (tiga puluh) Har i dengan berpedoman pada petunjuk yang 
di tetapkan Pan i t ia Pemi l ihan Kepa la Desa T ingkat Kabupaten . 

Pasa l 13 

Apabi la b iaya pemil ihan Kepala Desa yang dianggarkan da lam 
A P B D Kabupaten t idak dapat menampung semua pembiayaan 
pe laksanaan Pemi l ihan Kepa la Desa, m a k a desa dapat 
menganggarkan da lam A P B Desa t ahun anggaran berkenaan 
m a k s i m a l sebesar R p 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( l ima j u t a rup iah ) y a n g 
penggunaannya d i t e tapkan dengan K e p u t u s a n Kepa l a Desa . 

Pasa l 14 

Da l am pe laksanaan pemi l ihan Kepa la Desa, Pani t ia Pemi l ihan 
di larang mengadakan pungutan da lam bentuk apapun kepada 
calon Kepa la Desa dan/a tau p ihak ketiga la innya . 

Pasa l 15 

B i a y a pemil ihan Kepala Desa d i sa lu rkan kepada Pani t ia 
Pemi l ihan Desa. 
Anggaran biaya penyelenggaraan pemil ihan Kepala Desa 
d ia lokas ikan an ta ra la in un tuk : 
a . b iaya honorar ium Pani t ia Pemi l ihan; 
b. belanja barang dan j a s a ; 
c. belanja honorar ium j a s a tenaga keamanan ; dan/a tau 
d. belanja la innya. 

Laporan pertanggungjawaban biaya pemi l ihan Kepala Desa 
d i sampa ikan kepada Kepa la Desa dan d i tembuskan kepada 
B P D . 

Paragraf 3 
Petugas Pendataan Pemil ih 

Pasa l 16 

Pani t ia Pemi l ihan menetapkan petugas pendataan pemil ih, u n t u k 
menyusun DPS , DPTb dan DPT. 

B A B IV 
TAHAPAN PENCALONAN 

Pengumuman Pe laksanaan Pemil ihan Kepala Desa 

Pasa l 17 

(1) Pani t ia Pemi l ihan mengumumkan d imula inya pe laksanaan 
pemi l ihan Kepala Desa kepada masyarakat . 

(2) Pengumuman pe laksanaan pemil ihan Kepa la Desa 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 



meliputi : 
a . j adwa l pemi l ihan Kepa la Desa; 
b. w a k t u dan tempat pendaftaran baka l calon Kepa la Desa; 
c. persyaratan baka l calon dan/a tau calon Kepa la Desa ; dan 
d. persyaratan pemil ih. 
Pengumuman pe laksanaan pemil ihan Kepala Desa 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l akukan melalui : 
a . pengumuman tertul is yang ditempelkan pada Kantor 

Desa, pada setiap r u k u n tetangga, pada fasi l itas u m u m 
dan/a tau fasi l itas sosial , dan tempat-tempat u m u m yang 
strategis di Desa u n t u k d iketahui oleh masyarakat ; dan 

b. penyampaian secara l i san da lam aca ra pertemuan 
masyarakat . 

Bag ian Kesa tu 
Persyaratan Calon Kepala Desa 

Pasa l 18 

Calon Kepala Desa ada lah penduduk Desa yang wajib 
memenuhi persyaratan. 

Dokumen admin is t ras i persyaratan Ca lon Kepala Desa ya i tu : 
a. fotokopi k a r t u ke luarga yang sudah dilegalisir oleh pejabat 

yang menangani bidang kependudukan dan pencatatan 
sipi l ; 

b. sura t pernyataan bertakwa kepada T u h a n Yang M a h a E s a 
yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel 
a t au bermaterai cukup ; 

c. sura t pernyataan memegang teguh dan mengamalkan 
Pancas i la , Undang-Undang Dasa r Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 1945, mempertahankan dan memel ihara 
keu tuhan Negara Kesa tuan Republ ik Indonesia dan 
B h i n n e k a Tunggal I k a , yang dibuat oleh yang bersangkutan 
di a tas kertas segel a t au bermaterai cukup ; 

d. fotokopi I j azah/Surat T a n d a Tamat Belajar Sekolah 
Dasar , Sekolah Menengah Pertama a t au sederajat dan 
I jazah/ S u r a t T a n d a Tamat Belajar terakhir yang dilegalisasi 
oleh pejabat yang berwenang, serta memper l ihatkan I jazah/ 
Sura t T a n d a Tamat Belajar as l i ; 

e. fotokopi a k t a ke lah i ran a t au sura t kena l lahir , dan 
memper l ihatkan a k t a ke lah i ran a tau sura t kena l lahir as l i ; 

f. sura t pernyataan bersedia d ica lonkan menjadi kepala 
Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas 
segel a t au bermaterai cukup ; 

g. fotokopi K a r t u T a n d a Penduduk dan K a r t u Ke luarga desa 
setempat yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 

h . sura t keterangan bertempat tinggal pal ing ku rang 1 
(satu) t ahun sebelum pendaftaran dar i r u k u n 
tetangga/rukun warga dan Kepa la Desa setempat; 



i . sura t pernyataan t idak pernah menjadi kepala D e s a 
se lama 3 (tiga) ka l i m a s a j aba tan dar i Camat atas n a m a 
Bupa t i di a tas ker tas bermaterai c u k u p ; 

j . sura t keterangan berbadan sehat dar i R u m a h Sak i t U m u m 
Daerah ; 

k. sura t keterangan catatan Kepol isan (SKCK) dar i 
Kepol is ian Resort Kapuas H u l u ; 

p. mengisi daftar r iwayat h idup lengkap d iatas ker tas 
bermatera i c u k u p ; 

q. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang te lah 
di legal isir oleh pejabat yang berwenang; 

r. pasfoto terbaru calon u k u r a n 4 c m x 6 cm berwarna 3 (tiga) 
lembar; 

s. membuat dan menandatangani Pak ta Integritas diatas 
ker tas yang bermaterai c u k u p ; 

t. fotokopi dokumen Laporan Penyelenggaraan 
Pemer intahan Desa (LPPD) Akh i r Masa J a b a t a n Kepa la 
Desa , bagi calon Kepa la Desa yang sebelumnya menjabat 
sebagai Kepa la Desa; 

u . sura t iz in tertul is dar i pejabat pembina kepegawaian, bagi 
calon Kepa la Desa dar i Pegawai Negeri S ip i l ; dan 

v. su ra t i z in cut i dar i Camat , bagi calon dar i Kepala Desa dan 
Perangkat Desa . 

(3) Apabi la dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemer intahan Desa 
(LPPD) sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f u t idak 
d i s u s u n , m a k a calon dar i Kepala Desa a tau mantan Kepala 
Desa wajib me lampirkan dokumen fotokopi Review Laporan 
Penyelenggaraan Pemer intahan Desa (LPPD). 

Pasa l 19 

(1) Apabi la syarat I j a zah/Sura t Tanda Tamat Belajar sebagaimana 
d imaksud da lam Pasa l 18 ayat (2) h u r u f d t idak dapat dipenuhi 
oleh calon Kepala Desa ka r ena a l asan hi lang, m a k a calon 
Kepa la Desa wajib menyertakan sura t keterangan pengganti 
I j a zah/Sura t T a n d a Tamat Belajar yang d ike luarkan oleh 
instansi/ lembaga yang berwenang. 

(2) Apabi la sekolah yang menerbi tkan I j a zah/Sura t T a n d a Tamat 
Belajar, t idak beroperasi lagi a t au telah bergabung dengan 
sekolah l a in , fotokopi I j a zah/Sura t T a n d a Tamat Belajar 
wajib dilegalisasi oleh instansi/lembaga yang berwenang. 

(3) Apabi la I j a zah/Sura t T a n d a Tamat Belajar h i lang dan sekolah 
yang menerbi tkan I jazah/ S u r a t T a n d a Tamat Belajar t idak 
beroperasi lagi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2), m a k a calon Kepa la Desa wajib menyertakan sura t 
keterangan pengganti I j azah/Surat T a n d a Tamat Belajar yang 
d ike luarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang. 

(4) Instans i/Lembaga yang berwenang sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ada lah sa tuan ker ja 
perangkat daerah yang menangani bidang pendid ikan a tau 



Kementer ian Agama. 

Bag ian Kedua 
Penjaringan dan Pendaftaran Tahapan k e - I 

B a k a l Calon Kepala Desa 

Pasa l 20 

(1) Pani t ia pemi l ihan Kepa la Desa mengumumkan pendaftaran 
tahap k e - 1 . 

(2) Penjaringan dan pendaftaran tahap k e - I d i l aksanakan 
da lam j angka w a k t u 5 (lima) Har i setelah pengumuman, 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1). 

(3) Pendaftar mengisi formulir pendaftaran yang d isediakan 
oleh Pani t ia Pemi l ihan. 

(4) Pan i t ia Pemi l ihan mencatat dan meregister setiap peserta yang 
mendaftar sebagai baka l calon Kepala Desa. 

Pendaftaran Tahapan Ke-2 

B a k a l Calon Kepa la Desa 

Pasa l 2 1 

(1) Pendaftaran tahap ke-2 d i l aksanakan da lam j angka w a k t u 9 
(sembilan) ha r i setelah panit ia pemi l ihan Kepala Desa 
mengumumkan p e m b u k a a n pendaf taran; 

(2) D a l a m j a n g k a w a k t u pendaftaran tahap ke-2 sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) baka l calon Kepa la Desa wajib 
melengkapi persyaratan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 
18. 

(3) Apabi la da lam j angka w a k t u pendaftaran u lang sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) calon Kepa la Desa tetap k u r a n g dar i 2 
(dua) orang, panit ia pemi l ihan Kepala Desa melaporkannya 
kepada Bupa t i mela lui Camat . 

Bag ian Ketiga 
Penel it ian Kelengkapan dan Klar i f ikas i Persyaratan Adminis t ras i 

Pasa l 22 

(1) Pani t ia Pemi l ihan me l akukan penelit ian terhadap 
kelengkapan adminis t ras i persyaratan baka l calon Kepala Desa 
beserta l ampi rannya da lam j angka w a k t u 5 ( l ima ) ha r i sejak 
pendaftaran ditutup. 

(2) Da l am ha l keabsahan admin is t ras i persyaratan baka l calon 
Kepa la Desa dipersoalkan oleh sa lah sa tu calon Kepa la Desa, 
j awaban has i l dar i k lar i f ikas i ins tans i yang berwenang 
di jadikan dasar penentuan keabsahan. 

(3) Has i l penel i t ian dan k lar i f ikas i admin is t ras i persyaratan calon 



Kepala Desa, dibuat da lam berita aca ra yang ditandatangani 
oleh Pani t ia Pemi l ihan, semua baka l calon Kepa la Desa dan 
d i k e t a h u i oleh K e t u a B P D . 

(4) Ber i ta acara has i l penelit ian dan k lar i f ikas i admin is t ras i 
persyaratan baka l calon Kepala Desa sebagaimana d imaksud 
pada ayat (3) bersifat f inal dan mengikat. 

Paragraf 1 
Se leks i Tambahan Calon Kepala Desa 

Pasa l 23 

(1) Da l am ha l calon Kepala Desa yang mendaftar dan memenuhi 
syarat lebih dar i 5 (lima) orang, Pani t ia Pemi l ihan mengajukan 
permohonan seleksi tambahan calon Kepa la Desa kepada 
Pan i t i a Pemi l ihan Kepa l a D e s a T ingka t Kabupa t en mela lui 
Camat . 

(2) Se leks i tambahan calon Kepa la Desa sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) d i l aksanakan oleh T i m Kabupaten, yang 
meliputi : 

a . u j i an sar ingan baka l calon Kepala Desa; dan 

b. u j i kepatutan dan kepantasan baka l calon Kepala Desa. 

(3) U j ian sar ingan baka l calon Kepala Desa sebagaimana 
d imaksud pada ayat (2) h u r u f a dengan bobot n i la i 5 0 % ( l ima 
pu luh persen) d i l akukan mela lui tes tertul is. 

(4) Tes tertul is sebagaimana d imaksud pada ayat (3) mel iputi 
mater i : 

a. kecakapan menetapkan formulasi dan alternati f 
pemecahan masa lah serta pengambilan kepu tusan ; dan 

b. pengetahuan u m u m dan pengetahuan dasar pemerintahan 
Desa. 

(5) Has i l seleksi tambahan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
d i jadikan penentuan baka l calon yang diambi l dar i rank ing 1 
sampai dengan rank ing 5 berdasarkan n i la i yang diperoleh dar i 
masing-masing baka l calon Kepa la Desa d i sampa ikan kepada 
Camat u n t u k d i t e ruskan kepada Pani t ia Pemi l ihan. 

Paragraf 2 
Penetapan Calon Kepala Desa 

Pasa l 24 

(1) B a k a l calon Kepala Desa yang telah memenuhi dan lolos 
penelit ian kelengkapan dan k lar i f ikas i persyaratan admin is t ras i 
sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 24, ditetapkan sebagai 
calon Kepa la Desa oleh Pani t ia Pemi l ihan. 

(2) Terhadap Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l akukan pengundian 
nomor u r u t dan w a r n a bendera secara te rbuka mela lui rapat 



yang dihadir i oleh calon Kepala Desa, B P D dan Pani t ia 
Pengawas Pemi l ihan. 

Has i l pengundian nomor u r u t dan wa rna bendera masing-
mas ing calon ditetapkan dan dibuat da lam berita aca ra 
penetapan calon kepala Desa oleh Pani t ia Pemi l ihan. 

Paragraf 3 

Penyelesaian Permasa lahan Administrat i f 

Pasa l 25 
Apabi la terdapat permasa lahan administrat i f da lam 
penyelenggaraan pemil ihan Kepa la Desa, masyarakat dan/atau 
p ihak yang d irugikan di Desa setempat dapat mengadukan 
a tau melaporkan permasa lahan kepada Pani t ia Pengawas 
Pemi l ihan selambat- lambatnya 3 (tiga) har i setelah terjadinya 
permasa lahan. 

Permasa lahan administrat i f sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) an ta ra la in : 

a. daftar pemil ih; dan/atau 

b. persyaratan calon Kepala Desa. 

Setiap pengaduan masyaraka t dan/a tau p ihak yang d i rug ikan 
wajib dilengkapi dengan : 

a. identitas yang mengadukan dengan menyertakan fotokopi 
K a r t u T a n d a Penduduk yang sah ; dan 

b. a lasan-a lasan , bukt i -bukt i a t au dasar pengaduan secara 
tertul is. 

Pani t ia Pemi l ihan membuat laporan dan sebe lumnya 
mengkonsul tas ikannya kepada Camat se lambat- lambatnya 2 
(dua) har i setelah laporan diterima. 

C a m a t memfasi l i tasi Pan i t i a Pemi l ihan mela lui rapat 
penyelesaian permasa lahan administrat i f pemi l ihan Kepala 
Desa di t ingkat kecamatan yang dihadir i oleh berbagai p ihak 
terkait , se lambat- lambatnya 3 (tiga) ha r i setelah laporan 
diterima. 

Has i l rapat penyelesaian permasa lahan administrat i f 
pemi l ihan Kepala Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (5) 
d i jadikan bahan oleh Pani t ia Pemi l ihan da lam member ikan 
j awaban dan/a tau keputusan. 

J a w a b a n dan/atau keputusan Pani t ia Pemi l ihan atas 
penyelesaian masa lah administrat i f sebagaimana d imaksud 
pada ayat (6) d i l aksanakan pal ing l ama 7 (tujuh) ha r i sejak 
di ter imanya pengaduan a t au pelaporan. 

J a w a b a n dan/atau keputusan Pani t ia Pemi l ihan atas 
penyelesaian masa lah administrat i f sebagaimana d imaksud 
pada ayat (7) bersifat f inal dan mengikat. 

Apabi la pengaduan dan/a tau permasa lahan pemi l ihan Kepala 
Desa yang terjadi merupakan permasa lahan yang berkai tan 
dengan tindak p idana m a k a dise lesaikan berdasarkan 



ketentuan peraturan perundang- undangan yang ber laku. 

Paragraf 4 
Pengumuman Calon Kepa la Desa 

Pasa l 26 

(1) Penetapan calon Kepa la Desa sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 2 4 , d i u m u m k a n oleh Pani t ia Pemi l ihan kepada 
masyarakat Desa da lam j angka w a k t u 4 (empat) ha r i m e l a l u i : 
a . pengumuman tertul is yang ditempelkan pada Kantor 

Desa , pada setiap r u k u n tetangga, pada fasi l itas u m u m 
dan/a tau fasi l i tas sosial , dan tempat-tempat u m u m yang 
strategis di Desa u n t u k d iketahui oleh masyarakat ; dan 

b. penyampaian secara l i san da lam aca ra pertemuan 
masyarakat . 

Pengumuman calon Kepa la Desa sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) memuat: 
a . nomor u r u t calon Kepa la Desa; 
b. n a m a calon Kepa la Desa;dan 
c. gambar foto calon Kepa la Desa yang berpakaian sopan 

dan rap i ser ta t idak menggunakan paka ian dan/a tau 
lambang identitas organisas i/ instansi/parta i politik apapun. 

Bag ian Keempat 
Persyaratan Calon Pemil ih 

Pasa l 27 

Yang dapat memil ih Kepa la Desa ada lah penduduk Desa yang 
terdaftar da lam D P T pemi l ihan Kepala Desa yang telah 
memenuhi persyaratan: 
a. berdomisil i d i Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bu lan 

sebelum d i sahkannya D P S yang d ibukt ikan dengan K a r t u 
Tanda Penduduk a t au sura t keterangan domisi l i dar i Kepala 
Desa; 

b. pada saat ha r i pemungutan s u a r a pemi l ihan Kepala 
Desa, sudah mencapai u s i a 17 ( tujuh belas) t a h u n a tau 
sudah/pernah men ikah ; 

c. t idak sedang dicabut h a k p i l ihnya berdasarkan 
keputusan pengadilan yang telah memi l ik i k ekua tan h u k u m 
yang tetap; dan 

d. nyata-nyata t idak sedang terganggu j iwa/ingatannya. 

(2) Pemi l ih yang te lah terdaftar da lam daftar pemil ih ternyata t idak 
lagi memenuhi syarat sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
t idak dapat menggunakan h a k memil ih. 

Bag ian Ke l ima 
Daftar Pemil ih 

Paragraf 1 
Pendaftaran dan Pengumuman Daftar Pemil ih 



Pasa l 28 

(1) Yang dapat memil ih Kepa la Desa ada lah penduduk Desa yang 
terdaftar da lam DPT pemi l ihan Kepa la Desa yang telah 
memenuhi persyaratan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 28 
a y a t ( l ) . 

(2) U n t u k mendapatkan DPT sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1), Pani t ia Pemi l ihan mela lui petugas pendataan pemil ih 
me laksanakan pendaftaran pemil ih pal ing l ama 1 (satu) bu lan 
sebelum pe laksanaan pemungutan sua ra . 

(3) Da l am pe laksanaan pendaftaran sebagaimana d imaksud 
pada ayat (2) petugas pendataan d ibantu oleh ke tua R u k u n 
Tetangga/Rukun Warga. 

(4) Pendaftaran Pemil ih sebagaimana d imaksud pada ayat (2), 
d i l akukan mela lui tahapan: 
a. penyediaan daftar pemil ih yang d igunakan pada saat 

pe laksanaan Pemi l ihan U m u m terakhir di Desa, d igunakan 
sebagai dasar pemil ih u n t u k pemi l ihan Kepa la Desa; 

b. pemutakh i ran Daftar Pemil ih; 
c. p enyusunan D P S ; 
d. p enyusunan DPTb; dan 
e. p enyusunan DPT. 

Paragraf 2 
Pemutakh i ran Daftar Pemil ih 

Pasa l 29 

(1) Pani t ia Pemi l ihan me lakukan pemutakhi ran data daftar 
pemil ih yang d igunakan pada saat pe laksanaan Pemi l ihan 
U m u m terakhir di Desa sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 28 
ayat (4) h u r u f a . 

(2) Pemutakh i ran sebagaimana d imaksud pada ayat (1), d i l akukan 
u n t u k mengidentif ikasi : 
a . Pemil ih yang memenuhi syarat u s i a ya i tu berus ia 17 

( tujuh belas) t a h u n a t au lebih pada saat ha r i dan tanggal 
pemungutan s u a r a pemi l ihan Kepala Desa; 

b. Pemil ih be lum berumur 17 ( tujuh belas) t ahun , tetapi 
sudah/pernah men ikah ; 

c. Pemil ih yang perubahan s ta tus anggota Tentara Nasional 
Indonesia dan Kepol is ian Negara Republ ik Indonesia 
menjadi s tatus sipi l a t au p u r n a tugas a t au sebal iknya, 

d. Pemil ih yang telah meninggal dun ia ; 
e. Perbaikan penul isan identitas pemil ih; 
f. Pemil ih yang berpindah domisi l i ke Desa la in ; 
g. Pemil ih yang be lum terdaftar; a t au 



h . Pemil ih yang sudah terdaftar tetapi sudah t idak 
memenuhi syarat sebagai Pemil ih sebagaimana d imaksud 
da lam Pasa l 28 ayat (1). 

Pasa l 30 

Da l am rangka pe laksanaan pemutakh i ran daftar pemil ih 
sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 30 , Pani t ia Pemi l ihan dapat 
meminta keterangan dan/a tau berkonsul tas i dengan ins tans i yang 
membidangi kependudukan dan pencatatan sipi l . 

Paragraf 3 
Daftar Pemil ih Sementara 

Pasa l 3 1 

Be rdasa rkan has i l pemutakh i ran daftar pemil ih sebagaimana 
d imaksud da lam Pasa l 3 1 , Pani t ia Pemi l ihan menyusun dan 
menetapkan D P S yang sekurang-kurangnya meliputi : 

a. nomor urut ; 
b. nomor K a r t u T a n d a Penduduk a t a u Sura t Keterangan Domisi l i ; 

c. n a m a lengkap; 
d. tempat/ tanggal lahir ; 

e. s ta tus perkawinan; 
f. j en i s ke lamin; 
g. a lamat tempat tinggal; 
h . j en i s cacat yang disandang; dan 

i . keterangan la innya . 

Pasa l 32 

(1) D P S yang telah d i s u s u n dan ditetapkan sebagaimana 
d imaksud da lam Pasa l 3 1 , d i u m u m k a n oleh Pani t ia Pemi l ihan 
mela lu i : 
a . pengumuman tertul is yang ditempelkan pada Kantor 

Desa , pada setiap r u k u n tetangga, pada fasi l itas 
u m u m dan/a tau fasi l itas sosial , dan tempat-tempat 
u m u m yang strategis di Desa u n t u k d iketahui oleh 
masyarakat ; dan 

b. penyampaian secara l i san da lam a c a r a pertemuan 
masyarakat . 

(2) J a n g k a u a n w a k t u pengumuman D P S sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1), d i l aksanakan se lama 3 (tiga) ha r i terhi tung 
sejak d i te tapkannya DPS . 

Pasa l 33 

(1) Da l am j a n g k a w a k t u sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 33 
ayat (2), Pemil ih a t au anggota ke luarga dapat mengajukan 



u s u l a n perba ikan mengenai n a m a dan/atau identitas 
l a innya kepada Pani t ia Pemi l ihan a tau ke tua R u m a h Tangga 
dan/a tau R u k u n Warga. 

(2) Se la in u s u l a n perbaikan sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1), dapat j u g a perbaikan terhadap: 
a . Pemil ih yang terdaftar sudah meninggal dun ia ; 
b. Pemil ih sudah t idak berdomisil i d i Desa tersebut; 
c. Pemil ih yang sudah men ikah di bawah u m u r 17 ( tujuh 

belas) t ahun ; a t au 
d. Pemil ih yang s u d a h terdaftar tetapi sudah t idak 

memenuhi syarat sebagai Pemil ih sebagaimana d imaksud 
da lam Pasa l 30 ayat (2). 

(3) Apabi la u s u l perbaikan dan informasi sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Pani t ia Pemi l ihan segera 
mengadakan perbaikan DPS . 

Paragraf 4 
Daftar Pemil ih Tambahan (DPTb) 

Pasa l 34 

(1) Perbaikan D P S sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 34 ayat (3) 
dicatat da lam DPTb yang d i l aksanakan paling lambat 3 (tiga) 
har i sejak pengumuman DPS . 

(2) Apabi la terdapat pemil ih yang t idak tercantum da lam D P S , 
n a m a Pemil ih tersebut d imasukan da lam DPTb. 

(3) Pani t ia Pemi l ihan menetapkan DPTb. 

Pasa l 35 

DPTb sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 3 5 ayat (3), 
d i u m u m k a n oleh Pani t ia Pemi l ihan mela lui : 
a . pengumuman tertul is yang ditempelkan pada Kantor 

Desa , pada setiap r u k u n tetangga, pada fasil itas 
u m u m dan/a tau fasi l itas sosial , dan tempat u m u m 
yang strategis di Desa u n t u k d iketahui oleh 
masyarakat ; dan 

b. penyampaian secara l i san da lam aca ra pertemuan 
masyarakat . 

(2) J a n g k a w a k t u pengumuman DPTb sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1), d i l aksanakan se lama 3 (tiga) Har i terhitung sejak 
d i tetapkannya DPTb. 

Paragraf 5 
Daftar Pemil ih Tetap 

Pasa l 36 

(1) D P S yang sudah diperbaiki dan DPTb, d i s u s u n menjadi DPT. 
(2) Pani t ia Pemi l ihan menyampaikan DPT sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) kepada Panit ia Pengawas Pemil ihan u n t u k diteliti 



dan dievaluasi . 
(3) DPT yang sudah diteliti dan dievaluasi oleh Panit ia Pengawas 

Pemilihan ditetapkan oleh Pani t ia Pemi l ihan yang d iketahui 
oleh para calon Kepala Desa, ke tua B P D dan Camat se laku 
ke tua T im Pembina. 

(4) Penetapan D P T d i l aksanakan setelah penetapan calon Kepala 
Desa. 

Pasa l 37 

(1) D P T sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 36 ayat (3), 
d i u m u m k a n oleh Pani t ia Pemi l ihan m e l a l u i : 
a . pengumuman tertul is yang ditempelkan pada Kantor 

Desa , pada setiap r u k u n tetangga, pada fasil itas 
u m u m dan/a tau fasi l itas sosial , dan tempat u m u m 
yang strategis di Desa u n t u k d iketahui oleh masyarakat ; 
dan 

b. penyampaian secara l i san da lam aca ra pertemuan 
masyarakat . 

(2) J a n g k a w a k t u pengumuman D P T sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1), ada lah se lama 3 (tiga) ha r i terhi tung sejak 
d i tetapkannya DPT. 

Pasa l 38 

U n t u k keper luan pemungutan s u a r a di T P S , Pani t ia Pemi l ihan 
membuat sa l inan DPT u n t u k T P S . 

Pasa l 39 

Rekapi tu las i j u m l a h DPT, d igunakan sebagai bahan penyusunan 
kebutuhan sura t s u a r a dan alat perlengkapan pemil ihan. 

Pasa l 40 

DPT yang sudah ditetapkan oleh Pani t ia Pemi l ihan t idak dapat 
d iubah, kecua l i ada Pemil ih yang meninggal dun ia , Pani t ia Pemi l ihan 
membubuhkan catatan da lam DPT pada kolom keterangan 
"meninggal dun ia " . 

Paragraf 6 
Pengadaan B a h a n , J u m l a h , Bentuk U k u r a n dan Warna Sura t S u a r a 

dan Pendukung la innya 

Pasa l 4 1 

(1) Pengadaan sura t sua ra , administrasi/format pendukung l a innya 
d i l a k u k a n oleh Pani t ia Pemi l ihan dengan mengutamakan 
kapas i tas cetak yang sesua i dengan kebutuhan sura t s u a r a dan 
has i l cetak yang berkual i tas . 

(2) Se lama proses pencetakan sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 
waj ib menjaga ke rahas ian , keamanan , dan kese lamatan sura t 



sua ra . 
(3) Spesi f ikasi sura t s u a r a d ibuat dengan ketentuan : 

a. J e n i s ker tas 
b. Ben tuk 

c. Foto Calon Kepa la Desa 

d . W a r n a Ker tas 

e. Cetak 

H V S non security 80 gram 

Memanjang, horizontal, kecua l i 
su ra t s u a r a : 
1. yang memuat min ima l 

calon 2 (dua) calon; dan 
2. bentuk memanjang, vert ikal . 

Be rwarna dengan latar 
belakang w a r n a merah. 
Put ih 

S a t u m u k a dengan has i l cetak 
berkual i tas baik 

(4) Su ra t s u a r a berbentuk segi empat yang memuat nomor, foto 
dan n a m a calon yang telah d i tentukan. 

(5) Foto calon sebagaimana d imaksud pada ayat (4) d i larang 
menggunakan tanda gambar/pakaian identitas 
organisas i/ instansi dan parta i polit ik apapun. 

Bag ian Keenam 
Pe laksanaan Kampanye 

Paragraf 1 
Pemantapan Program Ker ja Calon Kepala Desa 

Pasa l 42 

(1) Sebelum pe laksanaan kampanye calon Kepa la Desa, wajib 
membuat program kegiatan yang d i sampa ikan kepada 
Pengawas Pan i t ia Pemi l ihan Kecamatan guna pemantapan 
program kerja calon Kepa la Desa di t ingkat Kecamatan. 

(2) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) ha r i sebelum aca ra pemantapan 
program kerja, calon Kepa la Desa menyampaikan program 
ker ja calon Kepa la Desa u n t u k dievaluasi oleh T i m Pembina. 

(3) Ta t a c a r a pemantapan program ker ja calon Kepa la Desa ada lah 
sebagai b e r i k u t : 
a . pembukaan; 
b. a r ahan Pan i t ia Pemi l ihan dan Pan i t ia Pengawas Pemi l ihan; 
c. pemantapan dan eva luas i program kerja calon Kepala 

Desa;dan 

d. penutupan. 

Paragraf 2 

V i s i , Misi dan Program Calon Kepala Desa 

Pasa l 43 

(1) Kampanye d i l a k u k a n oleh calon Kepa la Desa dan/a tau t im 
kampanye calon kepala Desa . 



(2) Da l am kampanye d i sampa ikan v is i , m is i , program dan 
kegiatan calon Kepa la Desa sebagaimana d imaksud pada ayat 
(2) mencakup : 
a. v i s i ada lah u r a i a n berkenaan dengan subs tans i 

keh idupan masyarakat Desa yang hendak d iwu judkan ; 
b. m is i ada lah u r a i a n berkenaan dengan kebi jakan yang 

d ia jukan da lam rangka mencapai a t au mewujudkan v i s i ; 
dan 

c. program adalah u r a i a n berkenaan dengan langkah-
langkah dan a t au strategi/teknik dan operasional 
u n t u k me laksanakan kebi jakan. 

(3) Pe laksanaan kampanye dapat d i l akukan mela lui media 
pemberitaan, penyiaran, i k l an kampanye dan/atau alat peraga 
kampanye. 

(4) Alat peraga kampanye sebagaimana d imaksud pada ayat (3) 
d i l a r ang : 

a . menggunakan tanda gambar organisas i/ instans i dan 
parta i politik apapun; dan/a tau 

b. menggunakan foto calon Kepa la Desa dengan 
pakaian/lambang/almamater/atr ibut a t au sejenisnya 
yang mencerminkan/melambangkan identitas ins tans i 
pemerintah/lembaga penyelenggara Negara dan 
pemerintahan/penyelenggara pemerintahan Desa/BPD 
dan lembaga kemasyaraka tan Desa/parta i 
pol i t ik/organisasi masyarakat/sosial/profesi/lembaga 
pendidikan dan inst i tus i la innya . 

Pasa l 44 

Pani t ia Pemi l ihan Desa bersama para Calon Kepala Desa 
membuat kesepakatan bersama tentang pe laksanaan kampanye. 

Paragraf 3 
Kr i ter ia , Pr ins ip , Ben tuk , Materi, Larangan dan S a n k s i Kampanye 

Pasa l 45 

Kr i ter ia kegiatan kampanye h a r u s memenuhi u n s u r - u n s u r sebagai 
b e r i k u t : 
a . d i l a k u k a n oleh calon Kepa la Desa/ t im kampanye; 

b. terdapat u n s u r meyak inkan pemil ih da lam rangka 
memperoleh dukungan sebesar-besarnya da lam bentuk 
penawaran v is i , m is i dan program secara tertul is a t au l i san ; 

c. terdapat a lat peraga a tau atr ibut calon Kepa la Desa ; dan 
d. d i l a k u k a n pada j adwa l dan w a k t u kampanye. 

Pasa l 46 

Kampanye d i l akukan dengan pr insip j u j u r , t e rbuka, 
dialogis ser ta bertanggung j awab dan merupakan bagian dar i 



pendidikan politik masyarakat . 

Pasa l 47 

Kampanye dapat d i l akukan da lam bentuk: 
a. pertemuan terbatas; 
b. tatap m u k a dan dialog; 
c. penyebar luasan mela lui media cetak dan media elektronik; 
d. penyiaran mela lui radio a t au televisi; 
e. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat ; 
f. pemasangan alat peraga kampanye; 
g. rapat u m u m ; dan 
h . kegiatan la in yang t idak melanggar peraturan perundang-

undangan. 

Pasa l 48 

Materi kampanye wajib : 

a . menjungjung tinggi pe laksanaan Pancas i la dan Undang-
Undang Dasa r Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1945; 

b. menjaga persatuan dan kesa tuan bangsa; 

c. member ikan informasi yang benar, seimbang dan 
bertanggungjawab sebagai bagian dar i pendidikan politik; 

d. menja l in komun ikas i yang sehat an ta ra calon Kepa la Desa; 
e. d i sampa ikan dengan sopan, tertib, mendidik, bi jak, beradab, 

dan t idak provokatif; 

f. menyampa ikan v is i , m is i dan program ker ja calon Kepala Desa; 
dan 

g. bersifat positif da lam rangka menunjang ke lancaran 
penyelenggaraan Pemer intahan Desa . 

Pasa l 49 

Da lam pe laksanaan kampanye d i larang : 

a . menghina sesorang, agama, s u k u , ras , golongan, calon Kepala 
Desa l a in ; 

b. menggangu ketert iban u m u m ; 
c. menghasut dan mengadu-domba perorangan a t au masyarakat ; 
d. mengancam u n t u k me l akukan kekerasan a t a u 

menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, 
kelompok masyaraka t a t au calon Kepa la Desa; 

e. merusak/menghi langkan alat peraga calon Kepa la Desa yang l a in ; 
f. menggunakan fasi l i tas pemerintah Desa/pemerintah, tempat 

ibadah, dan tempat pendidikan; 

g. menjanj ikan a t au member ikan uang a t au materi l a innya kepada 
pemil ih; 

h . menyampa ikan materi yang bertentangan dengan 



pr ins ip-pr ins ip penyelenggaraan pemerintahan Desa seperti 
pembebasan pajak, pembebasan pungutan Desa dan la in- la in ; 

i . kampanye yang bersifat mendiskredi tkan/menje lekan/ 
menghina/memfitnah calon Kepa la Desa la in ; 

j . mel ibatkan pegawai negeri s ip i l , Kepala Desa dan perangkat 
Desa, serta masyarakat Desa di luar Desanya ; dan/a tau 

k. d i l aksanakan di luar j adwa l kampanye yang telah ditetapkan 
oleh pani t ia pemi l ihan kepala Desa; 

Pasa l 50 

Pe laksana kampanye yang melanggar larangan sebagaimana 
d imaksud da lam Pasa l 49 d ikenakan sanks i : 
a. peringatan tertul is ; 
b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya 

pelanggaran yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap 
keamanan yang berpotensi menyebar ke w i layah la in dar i Pani t ia 
Pemi l ihan; dan/a tau 

c. s a n k s i l a innya sesua i dengan peraturan peundang-undangan 
yang ber laku. 

Pasa l 5 1 

(1) S a n k s i peringatan tertul is sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 
50 h u r u f a diber ikan oleh Pani t ia Pemil ihan setelah mendapat 
persetujuan dar i Pani t ia Pengawas Pemil ihan. 

(2) S a n k s i penghentian kegiatan kampanye sebagaimana d imaksud 
da lam Pasa l 50 h u r u f b diber ikan oleh Pan i t i a Pengawas 
Pemi l ihan . 

Paragraf 4 

Wak tu Kampanye dan Masa Tenang 

Pasa l 52 

Pani t ia Pemi l ihan menetapkan j adwa l dan ketentuan 
kampanye u n t u k mengatur agar pe laksanaan kampanye 
berjalan tanpa mengganggu ketenteraman dan ketert iban 
masyarakat . 

Kampanye d i l aksanakan se lama 3 (tiga) ha r i dan berakhir 
sampai dengan d imula inya m a s a tenang. 
Masa tenang sebagaimana d imaksud pada ayat (2) berlangsung 
se lama 3 (tiga) ha r i sebelum har i dan tanggal pemungutan 
sua ra , 

Da lam m a s a tenang sebagaimana d imaksud pada ayat 
(3), Pani t ia Pemi l ihan dan t im kampanye calon Kepala Desa 
wajib members ihkan alat peraga kampanye. 



B A B V I 

PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA 

Bag ian Kesa tu 
Penyelenggara 

Pasa l 53 

(1) Penyelenggara pemungutan s u a r a dan penghitungan 
s u a r a ada lah Pani t ia Pemi l ihan d ibantu oleh sa tuan 
perl indungan masyaraka t Desa dan aparat keamanan. 

(2) Pembagian tugas Pani t ia Pemil ihan da lam penyelenggaraan 
pemungutan s u a r a dan penghitungan s u a r a d i l akukan secara 
musyawarah yang dipimpin oleh ke tua Pani t ia Pemi l ihan 
dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana d imaksud 
da lam Pasa l 7 ayat (5). 

(3) Ke tua Pani t ia Pemi l ihan bersama u n s u r Pani t ia Pengawas 
Pemil ihan me laksanakan rapat teknis dengan anggota 
penyelenggara pemungutan s u a r a mengenai : 

a. pe laksanaan pemungutan dan penghitungan s u a r a di T P S ; 
dan 

b. pembagian tugas penyelenggara dan pengamanan di T P S . 
(4) Sebelum me laksanakan tugasnya, ke tua Pani t ia Pemi l ihan 

memandu pengucapan sumpah/jan j i penyelenggara 
pemungutan s u a r a dan penghitungan s u a r a pada ha r i dan 
tanggal pe laksanaannya . 

Bag ian Kedua 
Rapat Tekn i s Pers iapan 

Pasa l 54 

Pani t ia Pemi l ihan sebagai penyelenggara pemungutan s u a r a dan 
penghitungan s u a r a sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 53 ayat (3) 
mengadakan rapat teknis persiapan pemungutan s u a r a dan 
penghitungan s u a r a dengan ketentuan sebagai ber ikut : 
a. w a k t u rapat teknis pers iapan d i l aksanakan 7 (tujuh) ha r i 

sebelum har i dan tanggal pemungutan s u a r a ; 

b. rapat teknis pers iapan dipimpin oleh ke tua Pani t ia 
Pemi l ihan dengan peserta rapat terdiri dar i s e lu ruh anggota 
Pani t ia Pemi l ihan, calon Kepa la Desa dan saks i - saks i ; 

c. undangan rapat teknis pers iapan terdiri dar i Camat a t au yang 
mewaki l i , u n s u r Musyawarah P impinan Kecamatan, B P D , 
Kepa la Desa/Penjabat Kepa la Desa, tokoh masyarakat , dan 
ke tua r u k u n tetangga dan r u k u n warga; dan 

d. materi rapat teknis pers iapan sekurang-kurangnya 
meliputi : 

1) mengingatkan hari/tanggal pemungutan dan 



penghitungan s u a r a ; 
2) menetapkan lokasi T P S ; 
3) pembagian tugas Pani t ia Pemi l ihan da lam 

penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara , 
t e rmasuk pemberian sura t undangan/pember i tahuan 
pemungutan s u a r a kepada pemil ih dengan d ibantu 
oleh ke tua r u k u n tetangga dan r u k u n warga. 

4) pembagian tugas d is t r ibus i sura t undangan; 

5) pengecekan ketersediaan sa rana dan p rasarana 
pemungutan dan penghitungan sua ra ; 

6) ketentuan kampanye dan m a s a tenang; 

7) penetapan saks i - s aks i dar i calon Kepala Desa; 
8) menyusun aca ra pemungutan dan penghitungan s u a r a ; 
9) pembahasan ant is ipas i masa lah pemungutan dan 

penghitungan sua ra ; dan 

10) materi l a innya yang d ibutuhkan . 
e. Materi h a s i l rapat dibuat da lam berita aca ra yang 

ditandatangani oleh se luruh Pani t ia Pemi l ihan, para calon 
Kepala Desa, B P D dan C a m a t sebagai Pengarah Pan i t i a 
Pengawas Pemi l ihan . 

Bag ian Ketiga 
Pers iapan Pe laksanaan Pemungutan S u a r a 

Paragraf 1 
Har i dan Tanggal Pemungutan S u a r a 

Pasa l 55 

Pani t ia Pemi l ihan mengumuman har i , tanggal, w a k t u dan 
tempat pemungutan s u a r a di T P S se lambat- lambatnya 3 (tiga) har i 
sebelum hari/tanggal pemungutan suara . 

Paragraf 2 
Lokas i Tempat Pemungutan S u a r a 

Pasa l 56 

(1) Penentuan lokasi T P S di tempat yang mudah di jangkau oleh 
s e lu ruh pemil ih t e rmasuk oleh penyandang difabilitas, serta 
menjamin setiap pemil ih dapat member ikan sua ranya secara 
langsung, bebas, dan rahas ia . 

(2) da lam ha l penentuan lokasi T P S t idak sepakati oleh s emua 
calon Kepa la Desa, penentuan lokasi T P S ditetapkan oleh 
Pani t ia Pemi l ihan dengan persetujuan Camat . 



Paragraf 3 

Undangan a tau Pember i tahuan Pemungutan S u a r a 

Pasa l 57 

(1) Pani t ia Pemi l ihan d ibantu oleh ke tua R u k u n Tetangga dan 
R u k u n Warga m e n y a m p a i k a n sura t undangan 
/pemberi tahuan u n t u k member ikan s u a r a di T P S kepada 
pemil ih pal ing l ama 3 (tiga) ha r i sebelum hari/tanggal 
pemungutan s u a r a . 

(2) Setelah Pemil ih mener ima sura t undangan/pember i tahuan 
u n t u k member ikan s u a r a d i T P S sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1), Pemil ih menandatangani tanda ter ima sura t 
undangan/pember i tahuan. 

(3) Apabi la Pemil ih t idak ada di tempat, Pani t ia Pemi l ihan dapat 
menyampaikan sura t undangan/pember i tahuan u n t u k 
member ikan s u a r a di T P S , kepada kepala ke luarga a tau 
anggota keluarga la innya , dan tanda ter ima sura t 
undangan/pember i tahuan ditandatangani oleh kepala ke luarga 
a tau anggota ke luarga la innya . 

(4) Apabi la Pemil ih be lum mener ima sura t undangan 
/pemberitahuan, Pemil ih d iber ikan kesempatan u n t u k 
meminta sura t undangan/pember i tahuan kepada Pani t ia 
Pemi l ihan se lambat- lambatnya 24 j a m sebelum har i dan 
tanggal pemungutan sua ra . 

Paragraf 4 
Tugas Pani t ia Da l am Penyelenggaraan Pemungutan S u a r a 

Pasa l 58 

(1) Ke tua Pani t ia Pemi l ihan sebagai anggota Pertama bertugas 
memimpin rapat pemungutan s u a r a . 

(2) Sekretar is dan bendahara Pani t ia Pemi l ihan sebagai anggota 
Kedua dan Ketiga bertugas membantu Ke tua di meja 
p impinan te rmasuk meny iapkan berita aca ra beserta 
lampi rannya . 

(3) Anggota Pani t ia Pemi l ihan sebagai anggota Keempat 
dan Ke l ima bertugas: 
a . mener ima pemil ih yang a k a n m a s u k ke da lam T P S 

dengan mengecek kesesua ian an ta ra n a m a da lam sura t 
pember i tahuan dan k a r t u pemil ih dengan daftar pemil ih 
tetap; 

b. membubuhkan nomor u r u t kedatangan pada saat 
pember i tahuan u n t u k member ikan s u a r a di T P S ; 

c. memer iksa tanda k h u s u s pada j a r i tangan pemil ih; 

d. memandu pemil ih menurut j en i s ke lamin ; dan 

e. berada d i dekat p in tu m a s u k TPS . 



(4) Anggota Pani t ia Pemi l ihan sebagai anggota Keenam bertugas : 
a . mengatur pemil ih yang menunggu gi l iran u n t u k 

member ikan s u a r a ; 
b. mengatur pemil ih yang a k a n m a s u k ke bi l ik s u a r a ; dan 
c. berada d i dekat tempat d u d u k pemil ih. 

(5) Anggota Pan i t ia Pemi l ihan sebagai anggota Ke tu juh bertugas : 
a . mengatur pemil ih yang a k a n m e m a s u k k a n sura t s u a r a 

ke da lam kotak sua ra ; dan 

b. berada di dekat kotak sua ra . 
(6) Anggota Pan i t ia Pemi l ihan sebagai anggota Kedelapan dan 

Kesembi lan bertugas : 
a . mengatur pemil ih yang a k a n ke luar T P S ; 
b. memast ikan pemil ih sudah diberi tanda k h u s u s sebagai 

buk t i te lah member ikan suaranya ; dan 
c. berada d i dekat p in tu ke luar T P S . 

(7) Anggota sa tuan per l indungan masyarakat Desa sebagai 
anggota Pani t ia Pemel ihan Kesepu luh dan Kesebelas bertugas : 
a . me laksanakan penjagaan ketert iban dan keamanan d i T P S ; 
b. mengendal ikan an t r i an pemil ih di p in tu m a s u k T P S ; 

c. mengamankan calon Kepa la Desa dan Pani t ia 
Pemi l ihan; dan 

d. berada di dekat p in tu m a s u k dan ke luar T P S . 

Paragraf 5 

Inventar isas i Kebu tuhan S a r a n a dan P rasa rana 

Pasa l 59 

Inventar isas i kebutuhan s a r a n a dan p rasa rana mel iputi : 
a. tempat duduk pemil ih di dekat p in tu m a s u k T P S ; 
b. tempat duduk pemil ih di da lam T P S u n t u k menunggu w a k t u 

pencoblosan ke bi l ik sua ra ; 
c. meja panjang dan tempat d u d u k ketua , anggota kedua 

dan ketiga pemi l ihan Kepa la Desa; 
d. meja dan tempat duduk anggota keempat pemi l ihan Kepala 

Desa d i dekat p in tu m a s u k T P S ; 
e. meja dan tempat duduk anggota ke l ima pemi l ihan Kepala 

Desa yang di tempatkan d iantara tempat duduk Pemil ih dan 
bi l ik sua ra ; 

f. meja dan tempat d u d u k anggota keenam pemil ihan 
Kepa la Desa d i dekat kotak sua ra ; 

g. meja dan tempat duduk anggota ke tu juh pemil ihan Kepala 
Desa di dekat p in tu ke luar T P S ; 

h . meja dan tempat duduk u n t u k s a k s i dar i calon Kepa la Desa; 
i . meja u n t u k tempat kotak s u a r a di tempatkan d i dekat p intu 

ke luar T P S ; 
j . b i l ik pemberian s u a r a di tempatkan berhadapan dengan 



tempat duduk ke tua pemil ihan Kepala Desa dan saks i ; 
k. papan u n t u k memasang foto calon Kepala Desa dan DPT 

dipasang dekat p in tu m a s u k T P S ; 

1. papan u n t u k menempelkan formulir catatan perhitungan 
s u a r a ; 

m. papan n a m a T P S di tempatkan di dekat p intu masuk ; 

n . bi l ik s u a r a d isesua ikan dengan kebutuhan dan a las 
pencoblosan serta alat pencoblosan sura t s u a r a ; 

o. tambang, k a y u dan bambu u n t u k membuat batas T P S ; 
p. bangunan u n t u k Pani t ia Pemi l ihan berteduh; 

q. meja dan tempat duduk u n t u k pa ra calon Kepala Desa; 

r. pengeras s u a r a ; 
s. formulir-formulir berita acara , daftar hadir , dan laporan; dan 
t. s a rana kelengkapan la innya sesuai dengan kebutuhan. 

Paragraf 6 
S a k s i dar i Calon Kepala Desa 

Pasa l 60 

(1) J u m l a h saks i dar i masing-masing calon Kepala Desa 
ditetapkan 1 (satu) orang, yang mendapatkan mandat/ sura t 
penugasan/kuasa sebagai s aks i dar i calon Kepa la Desa. 

(2) Mandat/Surat Penugasan/Kuasa sebagai s aks i dar i calon 
Kepala Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 
d i sampaikan paling lambat 1 (satu) har i sebelum hari/tanggal 
pemungutan s u a r a kepada pani t ia pemi l ihan. 

(3) Kepada masing-masing s a k s i dar i calon Kepala Desa diber ikan 
formulir penghitungan sua ra yang d is iapkan oleh Pani t ia 
Pemi l ihan Kepala Desa. 

(4) S a k s i dar i calon Kepa la Desa wajib menandatangani berita 
acara has i l pemungutan s u a r a dan penghitungan s u a r a 
has i l pemil ihan Kepala Desa. 

(5) Apabi la s aks i t idak bersedia menandatangani berita acara has i l 
pemungutan s u a r a , m a k a penghitungan s u a r a has i l pemi l ihan 
Kepala Desa tetap ditetapkan oleh Pani t ia Pemi l ihan. 

Paragraf 7 
S u s u n a n Aca ra Pemungutan S u a r a 

Pasa l 6 1 

(1) S u s u n a n aca ra pemungutan s u a r a dan penghitungan 
s u a r a ada lah sebagai ber ikut : 

a . acara Pembukaan mel iputi : 
1) pembukaan; 
2) laporan Ke tua Pani t ia Pemi l ihan; 
3) sambutan Ke tua B P D ; 



4) amanat Bupa t i yang d i sampa ikan oleh 
Camat/yang mewaki l inya; dan 

5) S u m p a h / J a n j i Panit ia . 
b. a ca ra pe laksanaan mel iputi : 

1) penjelasan teknis pemi l ihan Kepala Desa oleh 
Ke tua Pani t ia Pemi l ihan; 

2) pers iapan pe laksanaan pemil ihan; 
3) pemungutan sua ra ; 

4) pers iapan penghitungan suara ; 
5) penghitungan sua ra ; dan 
6) penetapan calon terpil ih 

c. sebelum me laksanakan pemungutan sua ra , Pani t ia 
Pemi l ihan me lakukan : 
1) pembukaan kotak suara ; 
2) pengeluaran s e lu ruh i s i kotak sua ra ; 

3) pengidentif ikasian j en i s dokumen dan peralatan; dan 

4) penghitungan j u m l a h setiap j en i s dokumen dan 
peralatan. 

(2) Rangka ian kegiatan Pan i t ia Pemi l ihan sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1), d ibuatkan berita aca ra yang ditandatangani oleh 
Pani t ia Pemi l ihan serta dapat ditandatangani oleh saks i dar i 
calon Kepa la Desa. 

Bag ian Keempat 
Pe laksanaan Pemungutan S u a r a 

Paragraf 1 
Pers iapan 

Pasa l 62 

(1) Sebe lum me laksanakan pemungutan dan penghitungan 
s u a r a , Pani t ia Pemi l ihan mengadakan rapat dengan s u s u n a n 
acara sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 6 1 ayat (1) h u r u f a , 
h u r u f b dan h u r u f c. 

(2) Pe laksanaan pemungutan s u a r a d imula i p u k u l 07:00 W I B 
dan di tutup p u k u l 13:00 W I B a t au sampai dengan selesai. 

(3) Penentuan batas w a k t u d imula i dan d i tutupnya pemungutan 
s u a r a sebagaimana d imaksud pada ayat (2) yang d i tuangkan 
da lam berita aca ra yang ditandatangani oleh Pani t ia Pemi l ihan, 
s a k s i dar i calon Kepala Desa dan B P D . 

Pasa l 63 

(1) Ke tua Pani t ia Pemi l ihan sebagai anggota Pertama da lam 
penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan s u a r a , 
sebelum pe laksanaan d imula i me l akukan kegiatan: 

a . memast ikan bahwa setiap anggota penyelenggaraan 
pemungutan dan penghitungan s u a r a sudah s iap dengan 



tugasnya masing- masing; 

b. memast ikan bahwa kebutuhan s a r a n a dan 
p rasa rana sudah lengkap; 

c. memast ikan bahwa petugas sa tuan perl indungan 
masyarakat , s a k s i dar i calon Kepa la Desa, dan B P D , serta 
undangan sudah s iap; 

d. pembukaan kotak sua ra ; 
e. pengeluaran se lu ruh i s i kotak suara ; 
f. pengidentif ikasian j en i s dokumen dan peralatan; dan 
g. penghitungan j u m l a h setiap j en i s dokumen dan peralatan. 

(2) Kegiatan Pan i t ia Pemi l ihan sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1), d ibuatkan berita acara yang di tandatangani oleh 
Pani t ia Pemi l ihan serta dapat ditandatangani oleh s a k s i dar i 
calon Kepa la Desa. 

(1) Setelah me l akukan kegiatan sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 62 ayat (1), Ke tua Pani t ia Pemi l ihan member ikan 
penjelasan mengenai tata ca ra pemungutan sua ra . 

(2) D a l a m pemberian s u a r a , pemil ih diberi kesempatan 
berdasarkan pr ins ip u r u t a n kehadiran. 

(3) Apabi la sura t s u a r a yang di ter ima oleh pemil ih da lam kondis i 
rusak , pemil ih dapat meminta sura t s u a r a pengganti kepada 
Pani t ia Pemi l ihan. 

(4) Pemil ih yang te lah member ikan s u a r a d i T P S diberi tanda 
k h u s u s oleh Pan i t ia Pemi l ihan. 

Paragraf 2 
Su ra t S u a r a Tambahan 

Pasa l 6 5 

(1) Tambahan sura t s u a r a d igunakan sebagai cadangan di T P S 
u n t u k mengganti su ra t s u a r a yang rusak . 

(2) Penggunaan tambahan sura t s u a r a sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1), dicatat dan d ibuatkan berita acara . 

Paragraf 3 

Pendampingan Pemil ih Difabil itas dan T P S K h u s u s 

Pasa l 66 

(1) Pemil ih difabilitas saat member ikan sua ranya di T P S dapat 
d ibantu oleh Pan i t ia Pemi l ihan atas permintaan pemil ih. 

(2) Atas permintaan Pemil ih difsabil i tas, Ke tua Pani t ia 
Pemi l ihan menugaskan anggota Pan i t ia Pemi l ihan u n t u k 
member ikan bantuan . 



Pasa l 67 

(1) Pemil ih yang ka rena a lasan sak i t dan/atau lan ju t u s i a ( lansia) 
sehingga t idak dapat datang ke T P S dapat member ikan s u a r a 
di T P S k h u s u s . 

(2) T P S k h u s u s sebagaimana d imaksud pada ayat (1) adalah 
dengan mendatangkan kelengkapan pemungutan s u a r a oleh 
Pani t ia Pemi l ihan ke tempat d imana Pemil ih tersebut berada 
dengan d i saks ikan oleh para saks i calon Kepala Desa dan 
didampingi anggota sa tuan perl indungan masyarakat . 

Paragraf 4 

Perpanjangan W a k t u Pemungutan S u a r a 

Pasa l 68 
(1) Pe laksanaan pemungutan s u a r a d imula i p u k u l 07 :00 W I B 

dan ditutup p u k u l 13:00 W I B a tau sampai dengan selesai. 

(2) Apabi la sampai dengan batas akh i r w a k t u 
pemungutan s u a r a sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 
mas ih terdapat pemil ih yang sedang me laksanakan h a k 
p i l ihnya dan/a tau be lum hadir dan me laksanakan h a k 
p i l ihnya, Pani t ia menetapkan perpanjangan w a k t u 
berdasarkan kesepakatan Pani t ia Pemi l ihan dengan para saks i 
dar i Calon Kepa la Desa. 

(3) Perpanjangan w a k t u sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
d iber ikan paling l ama 1 (satu) j a m . 

(4) Perpanjangan w a k t u sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
d iber ikan paling banyak 2 (kali) perpanjangan. 

(5) Setiap perpanjangan w a k t u pemungutan s u a r a sebagaimana 
d imaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) d i tuangkan 
da lam berita aca ra yang ditandatangani oleh Panit ia 
Pemi l ihan dan juga ditandatangani oleh para s a k s i calon 
Kepa la Desa. 

Paragraf 5 
W a k t u Penghitungan S u a r a 

Pasa l 69 

(1) Penghitungan s u a r a di T P S d i l akukan oleh Pani t ia 
Pemi l ihan setelah penutupan pemungutan suara . 

(2) Sebelum penghitungan s u a r a d imula i sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1), Pani t ia Pemi l ihan : 
a . merekapi tulas i j u m l a h pemil ih yang member ikan sua ra ; 

b. merekapitulas i j u m l a h sura t s u a r a yang t idak terpakai ; dan 
c. merekapi tulas i j u m l a h sura t s u a r a yang d ikembal ikan 

oleh pemil ih ka rena rusak . 



Penghitungan s u a r a sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 
d i l akukan di T P S oleh Pani t ia Pemi l ihan dan saks i calon 
Kepala Desa. 

Pani t ia Pemi l ihan membuat berita aca ra has i l penghitungan 
s u a r a yang ditandatangani oleh Ke tua Pani t ia Pemi l ihan 
anggota Pani t ia Pemi l ihan serta dapat ditandatangani oleh 
saks i calon Kepa la Desa. 

Pani t ia Pemi l ihan dapat member ikan sa l inan berita 
aca ra has i l pengitungan s u a r a sebagaimana d imaksud pada 
ayat (4) kepada masing- mas ing s a k s i dar i calon Kepa la Desa 
yang hadir . 

Ber i ta a ca ra beserta ke lengkapannya sebagaimana d imaksud 
pada ayat (4), d i m a s u k k a n ke da lam kotak s u a r a dan d ikunc i . 

Pani t ia Pemi l ihan menyerahkan sura t sua ra , kotak s u a r a dan 
alat kelengkapan adminis t ras i pemungutan dan penghitungan 
s u a r a kepada T i m Pembina setelah penghitungan s u a r a selesai 
d i l aksanakan . 

Paragraf 6 
S u a r a S a h dan T idak S a h 

Pasa l 70 

S u a r a u n t u k pemil ihan Kepa la Desa d inyatakan s a h apabi la : 
a . sura t s u a r a ditandatangani oleh ke tua Pani t ia Pemil ihan; 

b. tanda coblos terdapat da lam sa lah sa tu kotak s u a r a segi 
empat yang memuat nomor, foto dan n a m a calon yang 
telah d i tentukan; a t au 

c. tanda coblos lebih dar i sa tu , tetapi mas ih di da lam sa lah 
sa tu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan n a m a 
calon; a t au 

d. t anda coblos terdapat pada sa lah s a t u garis kotak segi 
empat yang memuat nomor, foto, dan n a m a calon. 

Su ra t s u a r a pemi l ihan Kepa la Desa dianggap t idak s a h apabi la: 
a . t idak menggunakan sura t s u a r a yang telah d i tentukan; 
b. sura t s u a r a yang d igunakan t idak ditandatangani oleh 

Ke tua Pani t ia Pemi l ihan; 
c. da lam sura t s u a r a terdapat coretan, tu l i san a tau 

tanda tangan pemil ih; 
d. terdapat tanda coblosan pada lebih dar i 1 (satu) 

gambar a tau member ikan s u a r a u n t u k lebih dar i sa tu 
calon Kepa la Desa yang berhak dipi l ih ; 

e. mencoblos di luar garis batas tanda gambar; 
f. mencoblos dengan menggunakan alat pencoblosan selain 

yang telah d isediakan seperti mencoblos dengan ca ra 
d isu lut rokok, disobek, d i tusuk dengan gunt ing/pisau dan 
alat la innya; 

g. su ra t s u a r a yang d igunakan da lam keadaan r u s a k a tau 



sobek. 
(3) S u r a t s u a r a yang d inya takan t idak sah , 

d i j e laskan/d iumumkan a l asannya kepada Pemil ih yang had i r 
pada saat i t u juga . 

Paragraf 7 
Penghitungan Ulang S u a r a 

Pasa l 72 

(1) Penghitungan u lang sura t s u a r a di T P S d i l akukan apabi la 
dar i has i l penelit ian dan pemer iksaan terbukt i terdapat sa tu 
a tau lebih penyimpangan, ya i tu : 
a . penghitungan s u a r a d i l akukan secara tertutup; a t a u 

b. penghitungan s u a r a d i l akukan d i tempat yang ku rang 
penerangan cahaya ; a t au 

c. penghitungan s u a r a d i l akukan di tempat la in di luar 
tempat dan w a k t u yang telah d i tentukan; a tau 

d. terjadi ket idakkonsistenan dalam menentukan sura t 
s u a r a yang sah dan sura t s u a r a yang t idak sah . 

(2) Penghitungan u lang sura t s u a r a sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) ditetapkan oleh Pani t ia Pemi l ihan berdasarkan 
kesepakatan dengan para s a k s i dar i Calon Kepala Desa. 

Paragraf 8 
Pemungutan S u a r a Ulang 

Pasa l 73 

(1) Apabi la berdasarkan perhitungan s u a r a terdapat lebih dar i 1 
(satu) orang calon Kepala Desa yang mendapatkan j u m l a h 
dukungan s u a r a terbanyak dengan j u m l a h yang sama, Pani t ia 
Pemi l ihan melaporkan kepada Bupa t i mela lui Camat . 

(2) J a d w a l pe laksanaan pemungutan s u a r a u lang sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) di tetapkan oleh Bupa t i . 

B A B V I I 
TAHAPAN PENETAPAN 

Bag ian Kesa tu 
Laporan Pemi l ihan Kepala Desa 

Paragraf 1 

Laporan Pani t ia Pemi l ihan kepada B P D 

Pasa l 74 

Laporan Pani t ia Pemi l ihan mengenai calon Kepala Desa terpi l ih 
kepada B P D paling lambat 7 (tujuh) ha r i setelah pemungutan suara . 



Paragraf 2 
Laporan B P D Kepada Bupa t i 

Pasa l 75 

(1) B P D melaporkan calon Kepa la Desa terpi l ih kepada B u p a t i 
me la lu i Camat paling lambat 7 (tujuh) Har i setelah mener ima 
laporan dar i Pan i t ia Pemi l ihan. 

(2) U s u l a n pengesahan calon Kepa la Desa terpi l ih kepada Bupat i , 
wajib di lampir i dengan: 
a . sura t u s u l a n pengesahan dar i B P D ; 

b. sura t rekomendasi Camat ; 
c. berkas persyaratan calon Kepa la Desa 1 (satu) eksemplar; 

dan 

d. berita a ca ra has i l pemungutan s u a r a dan 
penghitungan s u a r a pemil ihan Kepala Desa , dan resume 
pe laksanaan pemungutan s u a r a dan penghitungan s u a r a 
pemi l ihan Kepala Desa. 

Bag ian Kedua 
Pengesahan dan Pengangkatan, dan Pe lant ikan Kepala Desa 

Terpi l ih . 

Pasa l 76 

(1) Bupa t i menerbi tkan keputusan mengenai pengesahan dan 
pengangkatan Kepa la Desa pal ing lambat 30 (tiga puluh) 
Har i sejak diter ima laporan dar i B P D . 

(2) Bupa t i a t au pejabat la in yang d i tun juk melant ik calon 
Kepa la Desa terpil ih paling lambat 30 (tiga puluh) ha r i se jak 
diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepa la 
Desa dengan tata ca ra sesua i dengan peraturan perundang-
undangan yang ber laku. 

(3) Ca lon terpil ih yang d i sahkan sebagai Kepa la Desa pada saat 
pe lant ikan diber ikan pet ikan a t au sa l inan Keputusan Bupa t i 
tentang pengesahannya sebagai Kepa la Desa. 

B A B V I I I 

P E N Y E L E S A I A N P E R S E L I S I H A N H A S I L PEMIL IHAN K E P A L A D E S A 
Bag ian Kesa tu 

Perse l is ihan Has i l 

Pasa l 77 

(1) Da l am ha l terjadi perse l is ihan has i l pemi l ihan Kepa la Desa, 
Bupa t i wajib menyelesaikan persel is ihan da lam j angka 
w a k t u pal ing l ama 30 (tiga puluh) ha r i sejak tanggal 
d i ter imanya penyampaian has i l pemi l ihan dar i Pani t ia 
Pemi l ihan Kepa la Desa. 



(2) Penyelesaian perse l is ihan has i l pemi l ihan Kepa la Desa 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l akukan dengan 
tahapan : 
a. calon Kepa la Desa dapat mengadukan a t au 

melaporkan permasa lahan persel is ihan has i l pemi l ihan 
Kepa la Desa kepada Pani t ia Pemi l ihan selambat-
lambatnya 3 (tiga) ha r i setelah penetapan Kepala 
Desa terpi l ih, dengan melengkapi : 

1. identitas pelapor; 

2. has i l perhitungan s u a r a yang dapat mempengaruhi 
terpi l ihnya calon; dan 

3. a lasan-a lasan , bukt i -bukt i a t au dasar pengaduan 
secara tertul is. 

Pani t ia Pemi l ihan membuat laporan dan 
mengkonsul tas ikan kepada Pani t ia Pengawas Pemi l ihan 
Kepala Desa a tas laporan permasa lahan persel is ihan has i l 
pemi l ihan Kepala Desa dar i pelapor selambat-
lambatnya 3 (tuga) ha r i setelah laporan diterima; 

Pengawas Pani t ia Pemi l ihan memfasi l i tasi Pani t ia 
Pemi l ihan mela lui rapat penyelesaian permasa lahan 
perse l is ihan has i l pemi l ihan Kepa la Desa di t ingkat 
kecamatan yang dihadir i oleh berbagai p ihak terkait 
se lambat- lambatnya 5 (lima) ha r i setelah laporan diterima; 
Has i l rapat penyelesaian permasa lahan persel is ihan has i l 
pemi l ihan Kepa la Desa di laporkan oleh Pengawas Pani t ia 
Pemi l ihan kepada P a n i t i a P e m i l i h a n K e p a l a D e s a 
T i n g k a t K a b u p a t e n selambat- lambatnya 5 (lima) ha r i 
setelah laporan d i ter ima 

Pani t ia Pemi l ihan Kepa la Desa T ingkat Kabupaten 
me l akukan k lar i f ikas i a tas laporan tersebut dan has i l 
k lar i f ikas i tersebut di laporkan kepada B u p a t i selambat-
lambatnya 7 (tujuh) ha r i setelah laporan diterima; 

Bupa t i memutuskan persel is ihan has i l pemi l ihan 
Kepa la Desa dengan memperhat ikan m a s u k a n dar i 
P a n i t i a P e m i l i h a n K e p a l a D e s a T i n g k a t K a b u p a t e n 
s e l a m b a t - l a m b a t n y a 7 ( tu juh) h a r i se jak l apo ran 
P a n i t i a t e r sebut d i t e r ima . 

(3) Keputusan B u p a t i sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f f 
bersifat f inal dan mengikat, dan d isampa ikan kepada p ihak 
pelapor, Pani t ia Pemi l ihan dan Pan i t ia Pengawas Pemi l ihan. 

B A B I X 
K E T E N T U A N LAIN-LAIN 

Pasa l 78 

(1) Pani t ia Pemi l ihan d ibubarkan oleh B P D setelah Bupa t i 
menerbi tkan keputusan mengenai pengesahan dan 
pangangkatan Kepa la Desa. 

b. 

c. 

d. 



(2) Panit ia Pengawas Pemil ihan d ibubarkan oleh Camat , setelah 
B u p a t i menerbi tkan keputusan mengenai pengesahan dan 
pengangatan Kepa la Desa terpi l ih. 

(3) Panit ia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten d ibubarkan 
oleh Bupa t i , setelah Bupa t i menerbi tkan keputusan mengenai 
pengesahan dan pengangatan Kepa la D e s a terpi l ih. 

(1) D a l a m pe laksanaan pemi l ihan Kepala Desa , Pan i t ia Pemi l ihan 
dapat berkonsultas i kepada Pani t ia Pemil ihan Tingkat 
Kabupaten. 

(2) Konsu l tas i sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l akukan 
oleh Pani t ia Pemi l ihan secara berjenjang. 

J a d w a l tahapan pemi l ihan Kepala Desa ada lah sebagaimana 
tercantum da lam Lamp i r an I yang merupakan bagian t idak 
te rp isahkan dar i Pera turan Bupa t i in i . 

Format-format su ra t admin is t ras i y a i t u Permohonan L a m a r a n 
Ca lon Kepa l a Desa , S u r a t Pernya taan Ber taqwa Kepada T u h a n 
yang Maha E s a , S u r a t Pernyataan Se t ia dan Taa t Kepada 
Pancas i l a Sebagai D a s a r Negara Undang-Undang D a s a r Negara 
Republ ik Indones ia T a h u n 1945 dan Negara Kesa tuan Republ ik 
Indones ia ser ta Pemer intah ser ta F a k t a Integritas Ca lon Kepa la 
D e s a sebaga imana d i m a k s u d da lam L a m p i r a n I I yang m e r upakan 
bagian y a n g t idak t e rp i sahkan dar i Pe ra turan in i . 

Pera turan B u p a t i i n i be r laku pada tanggal d iundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan 
Peraturan B u p a t i in i dengan penempatannya da lam Be r i t a Dae rah 
Kabupa ten K a p u a s H u l u . 

Pasa l 79 

Pasa l 80 

B A B X 
K E T E N T U A N P E N U T U P 

Pasa l 8 1 

Di tetapkan d i Pu tuss i bau 
pada tanggal 6 J u a l 2016 

Diundangkan di Putussibau 
Pada tanggal 7 J u n i 2016 
S E K R E T A R I S D A E R A J T K A B I U P A T E N K A P U A S H U L U , 

B U P A T I KAPUAS H U L U , 

A. 

R A H K A B U P A T E N K A P U A S H U L U T A H U N 2016 



LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPAT I KAPUAS H U L U 
NOMOR 22 TAHUN 2016 
TENTANG 
PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN KEPALA D E S A S E R E N T A K 

J A D W A L TAHAPAN PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA D E S A 

NOMOR 
TAHAPAN DAN KEGIATAN 

SARANA PRASARANA 
k J i L i. V i U l i X X V I l V i X X V I X I I X X 

DAN ADMNISITRASI WAKTU 

1 2 3 4 

I TAHAPAN PERSIAPAN 

1. 
Pemberitahuan BPD Kepada 
Kepala Desa Tentang Akhir 
Masa Jabatan Kepala Desa. 

Surat BPD kepada Kepala 
Desa tentang 
Pemberitahuan Akhir 
i v l d o d v J d U d L d l l I V e p d l d U C o d 

6 Bulan 
Sebelum Berakhir Masa 
Jabatan Kepala Desa. 

Pembentukan Panitia 
Pemilihan Kepala Desa. 

2. 

A. Pembentukan Panitia 
Pemilihan Kepala Desa. 

1. Surat Undangan Rapat 
Paripurna 

2. Berita Acara Rapat 
Paripurna BPD 

3. Keputusan Ketua BPD 
tentang Penetapan 
Panitia Pemilihan 
Kepala Desa 

10 Hari Setelah 
Pemberitahuan Akhir 
Masa Jabatan Kepala 
Desa dari BPD, 
dan/atau Setelah 
Pemberitahuan dari 
Kabupaten. 

B. Pembentukan Panitia 
Pengawas Pemilihan 
Kecamatan. 

1. Surat Undangan Rapat 
2. Berita Acara Rapat 
3. Keputusan Camat 

3. 

Laporan Akhir Masa Jabatan 
Kepala Desa dalam Rapat 
Khusus di Kecamatan tentang 
Laporan Akhir Masa Jabatan 
Kepala Desa (LPPD). 

1. Surat Camat kepada 
Kepala Desa tentang 
LPPD 

2. Materi LPPD dari 
Kepala Desa 

3. Berita Acara Rapat 
Khusus LPPD di 
Kecamatan 

4. Surat Camat kepada 
Bupati tentang Hasil 
Evaluasi LPPD 

30 Hari Setelah 
Pemberitahuan Akhir 
Masa Jabatan Kepala 
Desa dari BPD. 



1 2 3 4 

4. 

Rapat Perdana Panitia 
Mengenai Penyusunan 
Jadwal Kegiatan dan 
Rencana Biaya Pemilihan 
Kepala Desa : 
a. Penentuan Jadwal 

Kegiatan, 
b. Perumusan Anggaran 

Biaya, dan 
c. Penentuan Petugas 

Pendaftaran Pemilih. 

1. Surat Undangan Rapat 
Panitia. 

2. Berita Acara Rapat 
Hasil Rapat Panitia. 

3. Rencana Kerja Panitia 
Pemilihan. 

4. Rencana Anggaran dan 
Biaya Pemilihan Kepala 
Desa. 

5. Daftar Petugas 
Pendataan Pemilih. 

6. Surat tugas untuk 
Petugas pendaftaran 
pemilih. 

7. Formulir Daftar Pemilih 
Sementara. 

8. Formulir Daftar Pemilih 
Tambahan. 

9. Formulir Daftar Pemilih 
Tetap. 

Dalam Jangka 
Waktu 30 Hari 
Setelah 
Terbentuknya 
Panitia 
Pemilihan 
Kepala Desa. 

5. 

Pengajuan Rencana Jadwal 
dan Biaya Pemilihan Kepala 
Desa oleh Panitia Pilkades 
kepada kepala desa dan 
Kepala Desa kepada Bupati 
melalui Camat. 

1. Surat dari Panitia 
Pemilihan tentang 
Usulan Penelitian dan 
Evaluasi Rencana 
Anggaran kepada 
Kepala Desa dan Jadwal 
kepada Camat 

2. Surat dari Panitia 
Kepada Kepala Desa 
tentang Usulan Biaya 
Pilkades 

3. Surat Pengajuan Biaya 
Pemilihan Kepala Desa 
dari Kepala Desa kepada 
Bupati 

4. Surat Rekomendasi 
Camat Kepada Bupati 
tentang Usulan Biaya 

Dalam Jangka 
Waktu 15 Hari 
Setelah Rapat 
Persiapan 
Panitia 
Pemilihan 
Kepala Desa. 

6. Persetujuan Biaya Pemilihan 
Kepala Desa dari Bupati. 

1. Persetujuan Biaya dari 
Bupati. 

2. Pencairan Biaya 
Pilkades dari Kas 
Daerah ke Kas Desa 

3. Bukti Pembayaran Biaya 
Pilkades dari Panitia 
Pilkades Kab. 

Dalam Jangka 
Waktu 30 Hari 
Sejak Diajukan 
oleh Panitia 
Melalui Kepala 
Desa dan 
Camat. 



1 2 3 4 

7 Pendaftaran dan Pendataan 
Calon Pemilih 
a. Penyediaan daftar pemilih 

yang digunakan pada saat 
pelaksanaan Pemilihan 
Umum terakhir di Desa, 

b. Penyusunan Daftar 
Pemilih Sementara, 

c. Penyusunan Daftar 
Pemilih Tambahan, dan d. 

Penyusunan Daftar 
Pemilih Tetap. 

1. Penyediaan Daftar 
Pemilihan Umum 
Terakhir di Desa. 
(DPT Pemilihan 
Bupati 2015) 

2. Daftar Pemilih 
S p m en tara 

3. Daftar Pemilih 
Tambahan 

4. Daftar Pemilih Tetap 

Sejak Rencana dan 
Anggaran 
Biaya Pemilihan 
Ditetapkan 
sampai dengan 
penetapan Calon 
Kepala Desa dan 
DPT 

II PENCALONAN 

1. 
Pengumuman Pelaksanaan 
Pemilihan Kepala Desa. 

r c i i t u u i L 4 . i i J . c L i i u a u w c u 

Pemilihan Kepala Desa 

Sejak Rencana 
Kegiatan dan 
Biaya 
ditetapkan s/d 
Pelantikan 
Kepala Desa 
Terpilih. 

2. 

Penjaringan dan Pendaftaran 
Bakal Calon Kenala Desa 
Tahapan Ke- I . 

1. Berita Acara Penutupan 
Pendaftaran / Penj aringan 
Dcu\.al V ^ c U U I l i v e p d l d U C o d 

2. Penilitian kelengkapan 
administrasi bakal calon 
Kepala Desa 

9 Hari Sejak 
i C I l g U . I I l U . I I l c l I l 

3. 
Pendaftaran Bakal Calon 
Kepala Desa Tahap ke-2 

1. Pemberitahuan/pengum 
uman Pendaftaran Calon 
Kepala Desa Tahap ke-2 

2. Penutupan pendaftaran 
bakal calon Kepala Desa 

9 hari sejak 
pengumuman 

4. 
Pemberitahuan 
perpanjangan Pendaftaran 
Calon Kepala Desa bagi 
desa yang calonnya 
kurang dari 2 (dua) orang 

1. Pengumuman 
Pendaftaran Ulang Bakal 
Calon Kepala Desa 

2. Berita Acara Penutupan 
Pendaftaran ulang bakal 
Calon Kepala Desa 

9 hari 

http://L4.iiJ.cLii


1 2 3 4 

5. 

Penelitian Kelengkapan 
Persyaratan Administrasi 
dan Klarifikasi serta 
Penetapan dan Pengumuman 
Nama Calon 

20 Hari Sejak 
Pendaftaran 
Ditutup 

5. 

A. Penelitian Kelengkapan 
Persyaratan Administrasi. 

1. Berkas Persyaratan 
Administrasi Bakal 
Calon Kepala Desa . 

2. Surat Undangan 
Penelitian Administrasi 
R n k n l C a l o n K p n a l a 
Desa. 

3. Berita Acara Hasil 
Penelitian Kelengkapan. 

20 Hari Sejak 
Pendaftaran 
Ditutup 

5. 

B. Seleksi Tambahan Bagi 
Calon di atas 5 Orang. 

1. Surat Panitia ke Bupati 
Cq. Panitia Pemilihan 
Kepala Desa tingkat 
Kabupaten Kapuas Hulu 
melalui Camat tentang 
Permohonan seleksi 
tambahan KHUSUS 
CALON 5 ORANG; 

2. Program kerja bakal 
calon Kepala Desa; 

3. Surat Panitia ke Bupati 
Cq. Panitia Pemilihan 
Kepala Desa tingkat 
Kabupaten Kapuas Hulu 
melalui Camat tentang 
tentang permohonan 
seleksi tambahan 
KHUSUS 5 ORANG; 

4. Pemanggilan peserta 
seleksi tambahan; 

5. Berita Acara hasil 
seleksi tambahan; 

6. Pengumuman hasil 
seleksi tambahan oleh 
Bupati atau Pejabat 
yang ditunjuk; 

7. Tim seleksi; 
8. Materi seleksi 

20 Hari Sejak 
Pendaftaran 
Ditutup 



1 2 3 4 

6. 
Usulan Evaluasi bahan 
Penetapan Calon Kepala 
Desa dan DPT 

1. Surat Permohonan 
Evaluasi sebagai bahan 
Penetapan Calon Kepala 
Desa dan DPT ke Tim 
Pembina Kecamatan 

2. Surat Tim Pembina 
Kecamatan tentang Hasil 
Evaluasi penetapan Calon 
Kepala Desa dan DPT. 

3 Hari 

7. 
Rapat Penetapan dan 
Pengumuman Calon Kepala 
Desa dan Daftar Pemilih Tetap 
(DPT) 

1. Surat Undangan. 
2. Berita Acara Penetapan 

Calon Kepala Desa dan 
Daftar Pemilih Tetap 
(DPT). 

3. Pengumuman Calon 
Kepala Desa dan DPT. 

8. 

Cetak Surat Suara dan 
Administrasi Pendukung 
Lainnya dalam Pemungutan 
Suara 

Surat Suara dan 
administrasi pendukung 
lainnya. 

Disampaikan 
melalui Camat 

9. 
Pemantapan Program Kerja 
Calon Kepala Desa di 
Tingkat Kecamatan 

Program Kerja Calon 
Kepala Desa 

10. Rapat Persiapan 

1. Surat Undangan . 
2. Jadwal Kampanye. 
3. Berita Acara Hasil Rapat 

Persiapan. 

7 Hari sebelum 
Hari/Tanggal 
Pemungutan 
Suara 

11. 
Pelaksanaan Kampanye. 

1. Visi, Misi, dan Program 
Calon Kepala Desa . 

2. Tim Kampanye dari 
Calon Kepala Desa. 

o. /uat neraga rvampanye . 
4. Berita Acara Penutupan 

Kampanye, dan 
Penurunan Alat Peraga 
Kampanye. 

Dilaksanakan 3 
Hari Sebelum 
Tanggal dan 
Hari Masa 
Tenang. 

12. Masa Tenang. 

Selama 3 Hari 
Sebelum 
Tanggal dan 
Hari 
Pemungutan 
Suara. 



1 2 3 4 

III 
TAHAPAN PEMUNGUTAN 
SUARA 

1. Pelaksanaan Pemungutan 
dan Penghitungan Suara. 

1. Berita Acara Hasil 
Penghitungan Suara. 

2. Catatan Pemungutan 
dan Penghitungan 
Suara. 

3. Setifikasi Hasil 
Perhitungan Suara. 

4. Hasil Perolehan Suara 
Untuk Setiap Calon. 

5. Pernyataan Keberatan 
Dari Saksi. 

6. Catatan Pembukaan 
Kotak Suara 

7. Penggunaan Surat 
Suara Cadangan. 

8. Pernyataan Pendamping 
Dalam Pencoblosan. 

Q Da f t a r Nama Pemilih 
^/• 1 ' P " " 1 l l C L l l l U X V > X X X X X X X X 

Yang Memberikan 
Suara. 

1 Hari 

2. 
Penetapan Calon Kepala 
Desa Yang Memperoleh 
Suara Terbanyak. 

1. Surat Penyampaian 
Berita Hasil Pemilihan 
Kepala Desa ke BPD 

2. Tanda Terima Berita 
Acara . 

IV TAHAPAN PENETAPAN 

1. Laporan Panitia Pemilihan 
Kepada BPD. 

Laporan Calon Kepala Desa 
Terpilih dari BPD kepada 
Bupati Melalui Camat . 

Paling Lambat 7 
Hari Setelah 
Pemungutan 
Suara. 

2. 
Laporan Keuangan Panitia 
Pemilihan kepada Kepala 
Desa 

Surat Pertanggungjawaban 
(SPJ) Keuangan Kegiatan 
Pilkades oleh oleh Panitia 
Pilkades. 

Paling Lambat 7 
Hari Setelah 
Pemungutan 
Suara. 

3. 
Laporan BPD Kepada Bupati Surat Rekomendasi dari 

Camat kepada Bupati . 

Paling Lambat 7 
hari Setelah 
menerima 
Laporan dari 
Panitia 
Pemilihan. 



1 2 3 4 

4. 
Penyelesaian Perselisihan 
Hasi l Pemil ihan Kepala Desa 
( j ika ada) 

30 Hari Setelah 
Pemungutan 
dan 
Pengutungan 
Suara 

5. 

Pengesahan, dan 
Pengangkatan Kepala Desa 
Terpil ih. 

30 Hari Sejak 
Diterima 
Laporan Dari 
BPD. 

6. 
Pelantikan Kepala Desa 
Terpil ih. 

30 Hari Sejak 
Diterbitkannya 
Pengesahan dan 
Pengangkatan 
Kepala Desa 
Terpilih. 

BUPATI KAPUAS HULU, 



LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU 
NOMOR 22 TAHUN 2016 
TENTANG 

PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK 

A. Format Surat Lamaran Calon Kepala Desa 

Nanga B u n u t , 2016 

Kepada, 

Y th . Pani t ia Pemil ihan 

Ha l : L a m a r a n Calon Kepala Desa Kepala Desa 

D i -

Tempat. 

Dengan Hormat, 

Be rdasa rkan pengumuman dar i Pani t ia Pemi l ihan Kepala Desa 
, m a k a k a m i yang bertanda tangan dibawah in i : 

Nama : 

Tempat/tanggal lah i r : 

Nomor T e l p . / H P : 

J e n i s Ke lamin : 

Kewarganegaraan : 

Agama : 

Pendid ikan terakhir : 

A l a m a t : 

Dengan in i mengajukan permohonan menjadi Calon Kepala Desa 
Kecamatan Kabupaten K a p u a s H u l u . Sebagai bahan 
pert imbangan bersama in i saya l ampi rkan : 

a . su ra t permohonan/lamaran di tul is dengan t in ta h i tam diatas 
ker tas bermaterai; 

b. su ra t pernyataan bertaqwa kepada T u h a n Yang Maha E s a yang 
dibuat oleh yang bersangkutan diatas ker tas bersegel a t au kertas 
bermaterai c u k u p sesua i dengan ketentuan perundang-undangan; 

c. sura t pernyataan set ia dan taat kepada Pancas i la sebagai Dasar 
Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republ ik Indonesia T a h u n 
1945 dan kepada Negara Kesa tuan Republ ik Indonesia serta 
Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di a tas ker tas 



bersegel a t au ker tas bermaterai c u k u p sesua i ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

d. fotocopy i jasah formal dar i t ingkat dasar sampai dengan i jasah 
terakhir yang telah dilegalisir oleh ins tans i yang berwenang a tau 
sura t keterangan yang d ike luarkan oleh Pejabat yang berwenang 
bagi yang t idak dapat menun jukan i jasah as l i a tau bagi yang 
i j asahnya rusak . 

e. fotofopy Akte ke lah i ran yang d i sahkan oleh pejabat yang 
berwenang; 

f. S u r a t keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dar i R u m a h 
Sak i t U m u m Daerah (RSUD) Kabupaten Kapuas H u l u ; 

g. S u r a t Keterangan Cata tan Kepol is ian (SKCK) dar i kepol is ian; 

h . S u r a t Keterangan dar i Pengadilan Negeri yang menyatakan t idak 
pernah d i h u k u m penjara ka r ena me la lukan t indak p idana 
ke jahatan dengan h u k u m a n paling s ingkat 5 (lima) t ahun ; 

i . daftar r iwayat h idup; 

j . S u r a t Pernyataan bersedia d ica lonkan menjadi Kepala Desa yang 
dibuat diatas ker tas bermaterai; 

k. S u r a t Pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan diatas kertas 
bermaterai; 

1. S u r a t Keterangan tempat tinggal dar i RT; 

m. S u r a t Keterangan tempat tinggal dar i Kepala Desa; 

n . Fotocopy K a r t u T a n d a Penduduk (KTP) dan K a r t u Ke luarga (KK) 
yang mas ih ber laku dan telah dilegalisir Camat ; 

o. paspoto berwarna terbaru u k u r a n 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) 
lembar; 

p. S u r a t Pernyataan t idak pernah sebagai Kepala Desa se lama 3 (tiga) 
ka l i m a s a j aba tan diatas kertas bermaterai ; 

q. S u r a t Peryataan bersedia mengganti s e lu ruh biaya 
penyelenggaraan pemil ihan, apabi la calon mengundurkan dir i 
sehingga mengakibatkan bata lnya pemil ihan yang dibuat diatas 
kertas bermaterai ; 

r. S u r a t Pernyataan siap mener ima dan mengakui has i l proses 
pemi l ihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggungjawab di 
atas kertas bermaterai ; 

s. S u r a t Pernyataan t idak a k a n me l akukan politik uang diatas kertas 
bermaterai; 



Demik ian sura t permohonan kami , a tas perhat ian dan terkabulnya 
permohonan in i k a m i sampa ikan banyak ter ima kas ih . 

Hormat saya, 

Materai 
6000 

( ) 



B. Format Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha E s a 

S U R A T PERNYATAAN 
B E R T A Q W A K E P A D A TUHAN YANG MAHA E S A 

S a y a yang bertanda tangan di bawah i n i : 

Nama : 

Tempat/tanggal lah ir : 

J e n i s Ke lamin : 

Kewarganegaraan : 

Agama : 

Pendidikan terakhir : . 

A l a m a t : 

Dengan in i saya menyatakan bahwa saya bertaqwa kepada T u h a n Yang 
Maha E s a . 

Demik ian sura t pernyataan in i saya buat, saya berani bertanggungjawab 

sepenuhnya apabi la pernyataan saya in i d ikemudian ha r i t idak 2benar. 

Nanga B u n u t , 

Hormat saya, 

2016 

Materai 
6000 

( ) 



Format Surat Pernyataan Setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 dan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia serta Pemerintah 

S U R A T PERNYATAAN 

S E T I A DAN TAAT K E P A D A PANCASILA S E B A G A I DASAR NEGARA, 
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA R E P U B L I K INDONESIA TAHUN 1945 
DAN N E G A R A K E S A T U A N R E P U B L I K INDONESIA S E R T A P E M E R I N T A H 

S a y a yang bertanda tangan di bawah in i : 

Nama : 

Tempat/tanggal lah ir 

J e n i s Ke lamin 

Kewarganegaraan 

Agama 

Pendidikan terakhir 

A l a m a t 

Dengan in i saya menyatakan bahwa saya set ia kepada pancas i la sebagai 

dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republ ik Indonesia T a h u n 

1945 dan Negara Kesa tuan Republ ik Indonesia serta Pemerintah. 

Demik ian sura t pernyataan in i saya buat, saya berani bertanggungjawab 

sepenuhnya apabi la pernyataan saya in i d ikemudian ha r i t idak benar. 

Desa , 2016 

Hormat saya, 
Materai 
6000 

( ) 



. Format Surat Pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana 
kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun 

S U R A T PERNYATAAN 
T I D A K P E R N A H D I H U K U M K A R E N A M E L A K U K A N 

T INDAK PIDANA K E J A H A T A N 
DENGAN HUKUMAN PALING S INGKAT 5 ( L IMA ) TAHUN 

S a y a yang bertanda tangan di bawah i n i : 

Nama : 

Tempat/tanggal lah ir 

J e n i s Ke lamin 

Kewarganegaraan 

Agama 

Pendidikan terakhir 

A l a m a t 

Dengan i n i saya menyatakan bahwa saya t idak pernah d i h u k u m ka rena 

me l akukan t indak p idana ke jahatan dengan h u k u m a n pal ing s ingkat 5 ( 

l i m a ) t a h u n 

Demik ian sura t pernyataan i n i saya buat, saya berani bertanggungjawab 

sepenuhnya apabi la pernyataan saya in i d ikemudian ha r i t idak benar. 

Desa , 2016 

Hormat saya , 
Materai 
6000 

( 



D. Format Surat Pernyataan tidak sedang dicabut hak pilih berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang telah 

S U R A T PERNYATAAN 
T I D A K S E D A N G D I C A B U T HAK P I L IH B E R D A S A R K A N 

PUTUSAN PENGADILAN YANG T E L A H MEMPUNYAI 
K E K U A T A N H U K U M YANG T E T A P 

Saya yang bertanda tangan di bawah in i : 

Nama : 

Tempat/tanggal lah i r : 

J e n i s Ke lamin : 

Kewarganegaraan : 

Agama : 

Pendidikan terakhir : 

A lamat : 

Dengan in i saya menyatakan bahwa saya t idak sedang dicabut h a k pi l ih 

saya berdasarkan pu tusan Pengadilan yang telah mempunya i kekua tan 

h u k u m yang tetap. 

Demik ian sura t pernyataan in i saya buat, saya berani bertanggungjawab 

sepenuhnya apabi la pernyataan saya in i d ikemudian ha r i t idak benar. 

Desa. 2016 

Hormat saya , 
Materai 
6000 

( ) 



F. Format Daftar riwayat hidup 

DAFTAR RIWAYAT H I D U P 

Nama : 

Tempat/tanggal lah ir : 

J e n i s Ke lamin : 

Kewarganegaraan : 

Agama : 

Pendidikan terakhir : 

A l a m a t : 

La tar belakang pendidikan : 

1. S D 

2 

3 

4 

5 

Pengalaman organisasi : 

1 

2 

3 

4 

Pengalaman Ker ja : 

1 



4 . 

Demik ian Daftar R iwayat h idup in i k a m i buat u n t u k d ipergunakan 
sebagaimana mest inya 

MATRAI 
6000 

Desa , 

Hormat saya, 

2016 



G. Format Surat Pernyataan siap kalah dan mentaati tata tertib pemilihan kepala desa 

S U R A T PERNYATAAN 
S IAP K A L A H DAN MENTAATI T A T A T E R T I B 

PEMIL IHAN K E P A L A D E S A 

S a y a yang bertanda tangan di bawah in i : 

Nama : 

Tempat/tanggal lah ir : 

J e n i s Ke lamin : 

Kewarganegaraan : 

Agama : 

Pendidikan terakhir : 

A lamat : 

Dengan in i saya menyatakan bahwa : 

1. Saya siap ka l ah j i k a da lam pemil ihan Kepala Desa nant i 

ternyata saya t idak berhas i l memperoleh s u a r a terbanyak. 

2. Saya siap mentaat i segala peraturan yang tertuang da lam Ta ta Tertib 

Pemi l ihan Kepala Desa 

Demik ian sura t pernyataan in i saya buat, saya berani bertanggungjawab 

sepenuhnya apabi la pernyataan saya in i d ikemudian har i t idak benar. 

Desa , 2016 

Hormat saya, 

MATRAI 
6000 

( 



H. Format Surat Pernyataan tidak mengundurkan diri dari pencalonan Kepala Desa 
kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan 

S U R A T PERNYATAAN 
T I D A K M E N G U N D U R K A N D I R I DARI PENCALONAN K E P A L A D E S A 

K E C U A L I D E N G A N ALASAN YANG DAPAT D I P E R T A N G G U N G J A W A B K A N 

S a y a yang bertanda tangan di bawah in i : 

Nama : 

Tempat/tanggal lah ir 

J e n i s Ke lamin 

Kewarganegaraan 

Agama 

Pendidikan terakhir 

A l a m a t 

Dengan in i saya menyatakan bahwa saya t idak mengundurkan dir i dar i 

pencalonan kepa la Desa kecua l i dengan a l a san yang dapat 

dipertanggungjawabkan 

Demik ian sura t pernyataan in i saya buat, saya berani bertanggungjawab 

sepenuhnya apabi la pernyataan saya in i d ikemudian ha r i t idak benar. 

Desa , 2016 

Hormat saya, 
MATRAI 

6000 

( ) 



Format Surat Pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa 
jabatan 

S U R A T PERNYATAAN 
T I D A K P E R N A H S E B A G A I K E P A L A D E S A S E L A M A 3 (TIGA) K A L I 

MASA J A B A T A N 

Yang bertanda tangan di bawah in i , kam i Camat Atas Nama Bupa t i 
Kapuas H u l u menyatakan bahwa : 

Nama : 

Tempat/tanggal lah i r : 

J e n i s Ke lamin : _ _ _ 

Kewarganegaraan : 

Agama : 

Pendidikan terakhir : 

A l a m a t : 

bahwa yang bersangkutan tersebut belum pernah menduduk i j aba tan 
sebagai Kepala Desa se lama 3 (tiga) ka l i m a s a j aba tan baik ber turut- turut 
m a u p u n t idak berturut- turut . 

Demik ian sura t pernyataan in i dibuat, dengan sebenar-benarnya u n t u k 

dapat d ipergunakan dengan penuh r a s a tanggung jawab. 

, 2016 

An. B U P A T I KAPUAS H U L U 

CAMAT 

MATERAI 
6000 

( ) 



Format Surat Pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan 
pemilihan apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya 
pemilihan 

S U R A T PERNYATAAN 
B E R S E D I A MENGGANT I S E L U R U H BIAYA P E N Y E L E N G A R A A N PEMIL IHAN 

APABILA CALON M E N G U N D U R K A N D I R I S E H I N G G A M E N G A K I B A T K A N 
BATALNYA PEMIL IHAN 

S a y a yang bertanda tangan di bawah i n i : 

Nama : 

Tempat/tanggal lah i r : 

J e n i s Ke lamin : 

Kewarganegaraan : 

Agama : 

Pendidikan terakhir : 

A l a m a t : . 

Dengan in i saya menyatakan bahwa saya bersedia menganti s e lu ruh biaya 
penyelengaraan pemil ihan apabi la saya mengundurkan dir i dar i pencalonan 
sehingga mengakibatkan bata lnya pemil ihan calon Kepala Desa 

Demik ian sura t pernyataan in i saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya 

berani bertanggungjawab sepenuhnya apabi la pernyataan saya in i 

d ikemudian ha r i t idak benar. 

Desa, 2016 

Hormat saya, 

MATERAI 
6000 

( ) 



K. Format Surat Pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses Pemilihan Kepala 
Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab. 

S U R A T PERNYATAAN 
S IAP M E N E R I M A DAN M E N G A K U I H A S I L P R O S E S PEMIL IHAN K E P A L A 

D E S A DENGAN SADAR DAN P E N U H TANGGUNG J A W A B 

S a y a yang bertanda tangan di bawah in i : 

Nama : 

Tempat/tanggal lah i r : 

J e n i s Ke lamin : 

Kewarganegaraan : 

Agama : 

Pendid ikan terakhir : 

A l a m a t 

Dengan i n i saya menyatakan bahwa saya siap mener ima dan mengakui has i l 
proses pemi l ihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung j awab 

Demik ian sura t pernyataan in i saya buat dengan sebenar-benarnya, saya 

berani bertanggungjawab sepenuhnya apabi la pernyataan saya in i 

d ikemudian ha r i t idak benar. 

Desa , 2016 

Hormat saya, 
MATERAI 

6000 

( ) 



L. Format Surat Pernyataan tidak akan melakukan politik uang 

S U R A T PERNYATAAN 
T I D A K AKAN M E L A K U K A N POL IT IK UANG 

S a y a yang bertanda tangan di bawah in i : 

Nama : 

Tempat/tanggal lah i r : 

J e n i s Ke lamin : 

Kewarganegaraan : 

Agama : 

Pendidikan terakhir : 

A l a m a t : 

Dengan i n i saya menyatakan bahwa saya t idak a k a n me lakukan politik 
uang a tau t ransaks iona l da lam upaya memenang pemi l ihan Kepala Desa in i . 

Demik ian sura t pernyataan in i saya buat dengan sebenar-benarnya, saya 

berani bertanggungjawab sepenuhnya apabi la pernyataan saya in i 

d ikemudian ha r i t idak benar. 

Desa , 2016 

Hormat saya, 

MATERAI 
6000 

( ) 



M. Format Fakta Integritas 

FAKTA I N T E G R I T A S 
CALON K E P A L A D E S A 

Yang bertanda tangan d ibawah in i 
Nama : 
Tempat/Tanggal Lah i r : 
Agama : 
Pendidikan Te rakh i r : 
A lamat : 

Da lam rangka memenuh i ketentuan yang d ipersyaratkan u n t u k Pencalonan 
sebagai Kepa la Desa, dengan in i menyatakan bahwa saya: 

1. T idak a k a n me l akukan komun ikas i yang mengarah kepada Korups i , 

Ko lus i , dan Nepotisme (KKN); 

2. T idak a k a n me l akukan praktek Korups i , Ko lus i , dan Nepotisme 

(KKN); 

3. A k a n melaporkan kepada p ihak yang berwajib/berwenang apabi la 

mengetahui ada ind ikas i Korups i , Ko lus i , dan Nepotisme; 

4. T idak memberi sesuatu yang berkai tan dengan j aba tan sebagai 

Kepala Desa yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau 

gratif ikasi. 

5. A k a n me laksanakan Revolusi Mental, ba ik u n t u k dir i sendir i , 

ke luarga dan masyaraka t da lam wi layah desa saya 

Apabi la saya melanggar ha l -ha l yang telah saya nya takan dalam PAKTA 
I N T E G R I T A S in i , saya bersedia d ikenakan s a k s i sesua i dengan ketentuan 
perundang-undangan. 

Mengetahui 
Camat 

Nama Desa, J u n i 2016 
yang membuat pernyataan, 



N. Format Surat Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa 

B 
Nomor 
Sifat 
Lampi ran 
Ha l 

1 (satu) berkas 
U s u l a n Pengesahan dan 
Pengangkatan Kepala Desa 
Terpi l ih a n 

Nanga B u n u t , J u n i 2015 

Kepada 
Y th . Bupa t i K a p u a s H u l u 

mela lui Camat 
di-

Pu tuss ibau 

D ipe rmak lumkan dengan hormat bahwa sesua i dengan 
ketentuan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 16 T a h u n 
2015 tentang pemil ihan Kepa la Desa yang di muat da lam 
Pasa l 53 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepa la Desa, 
calon Kepala desa terpil ih d isampaikan oleh B P D kepada 
Bupa t i mela lu i Camat u n t u k d i sahkan menjadi 
Kepala Desa Terpi l ih. Sehubungan dengan laporan Pani t ia 
Pemi l ihan Kepa la Desa Nomor 
tanggal per ihal dan Keputusan B P D 
Nomor tanggal Tentang 
Penetapan Sdr sebagai Calon Kepala Desa terpil ih 
Desa Kecamatan Kabupaten 

, dengan in i k a m i u s u l k a n u n t u k ditetapkan 
pengesahan pengangkatannya sebagai Kepala Desa ya i tu : 

Nama 
Tempat Tanggal Lah i r 
J e n i s Ke lamin 
Pendidikan 
Agama 
Pekerjaan 
Alamat 

L/P 

menjadi Kepala Desa Kecamatan 
Kabupaten Periode j aba tan 2016 - 2 0 2 1 . 
Demik ian, u s u l a n in i d i sampaikan dan a tas perkenan B a p a k 
k a m i ucapkan ter ima kas ih . 

B a d a n Permusyawaratan Desa 

K e t u a , 



Format Surat Keputusan BPB tentang Penetapan Calon Kepala Dea Terpilih 

K E P U T U S A N BADAN PERMUSYAWARATAN D E S A 

D E S A K E C A M A T A N K A B U P A T E N 

NOMOR: / / 

TENTANG 

PENETAPAN CALON K E P A L A D E S A T E R P I L I H 

D E S A KECAMATAN K A B U P A T E N KAPUAS H U L U 

BADAN PERMUSYAWARATAN D E S A 

D E S A KECAMATAN 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan Pani t ia Pemi l ihan Kepala 

Desa Kecamatan Kabupaten 

K a p u a s H u l u nomor tanggal 2016 tentang 

has i l penghitungan s u a r a Pemi l ihan Kepala Desa, telah 

memperoleh s u a r a terbanyak da lam Pemi l ihan Kepala 

Desa sehingga memenuhi syarat u n t u k ditetapkan 

sebagai Calon Kepala Desa terpi l ih; 

b. bahwa u n t u k d imaksud sebagaimana tersebut diatas, 

dipandang perlu segera menetapkan sebagai Kepala 

Desa Kecamatan Kabupaten 

dengan Keputusan B P D ; 

Mengingat : 1. Pasa l 18 ayat 16 Undang-Undang Dasa r Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 T a h u n 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darura t Nomor T a h u n 1953 

tentang Pembentukan Daerah T ingkat I I di Ka l imantan 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1953 

Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 



Republ ik Indonesia T a h u n 1959 Nomor 72, T a m b a h a n 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 5495) ; 

4. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah d iubah beberapa ka l i , terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 tentang 

Pera turan Pe laksanaan Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5539); 

6. Pera turan Menteri Da lam Negeri Nomor 112 T a h u n 2015 

tentang Pemi l ihan Kepala Desa (Berita Acara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2014 Nomor 2092) ; 

Memperhat ikan : S u r a t Keputusan Ke tua Pani t ia Pemi l ihan Kepala Desa 

Desa Kecamatan Kabupaten K a p u a s H u l u 

tanggal J u n i 2016 Nomor /Pan-Pi lkades/2016 

tentang laporan Pemi l ihan Kepala Desa Kecamatan 

Kabupaten Kapuas H u l u ; 

Menetapkan 

M E M U T U S K A N 



PERTAMA 

Nama 

Tempat /Tanggal Lah i r : 

J e n i s ke lamin : L/P 

Pendidikan : 

Agama 

Pekerjaan : 

A lamat : 

Sebagai Ca lon Kepala Desa Terpi l ih Desa Kecamatan 

Kabupaten K a p u a s H u l u periode j aba tan T a h u n 2016 - 2022 

K E D U A : Keputusan in i mu la i ber laku sejak tanggal ditetapkan 

Ditetapkan di 
Pada Tanggal 

B a d a n Permusyawara tan Desa 
Ketua, 



P. Format Surat Berita Acara 

B E R I T A ACARA 
Nomor : 141 .1/Kpts -10/BPD-VI I/2013 

Pada ha r i in i Tanggal B u l a n T a h u n D u a R ibu 
E n a m belas bertempat di Ruang Rapat P u k u l W I B telah 
d i l aksanakan rapat B a d a n Permusyawaratan Desa Kecamatan 

Kabupaten K a p u a s H u l u da lam rangka membahas tentang : 
PENETAPAN CALON K E P A L A D E S A T E R P I L I H 

Rapat d ihadir i oleh se luruh anggota B a d a n Permusyawaratan Desa, adapun 
daftar hadir terlampir, dengan kesepakatan bahwa: 
Nama : 
Tempat /Tanggal Lah i r : 
J e n i s ke lamin : 
Pendidikan : 
Agama : 
Pekerjaan : 
A lamat : 

Memenuhi syarat u n t u k ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Terpi l ih 
dan d i u s u l k a n kepada Bupa t i melalui Camat u n t u k 
mendapatkan Pengesahan dan Pengangkatan sebagai Kepala Desa Terpi l ih 
periode 2016 - 2022 menjadi Kepa la Desa Kecamatan 
Kabupaten K a p u a s H u l u . 

Demik ian Ber i ta Acara in i dibuat dan dapat d ipergunakan sebagaimana 
mest inya. 

BADAN PERMUSYAWARATAN D E S A 

K E T U A W A K I L K E T U A , S E K R E T A R I S 

ANGGOTA, ANGGOTA, 



Q. Format Surat Daftar Hadir 

Har i 
Tanggal 
J e n i s Rapat 
Tempat Rapat 
Agenda 

DAFTAR HADIR 

Rapat Par ipurna 
Ruang S idang B P D 
Pembahasan Calon Kepala Desa Terpi l ih 

1NO Nama J a b a t a n Tanda Tangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Nanga B u n u t , 2016 

BADAN PERMUSYAWARATAN D E S A 

Mengetahui, 

K E T U A S E K R E T A R I S 

B U P A T I KAPUAS H U L U , 


